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BUPATI KAIMANA

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

DANA DESA SETIAP KAMPUNG

DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2020

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

bahwa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan
kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan
kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat
kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak.

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap
Kampung.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /
PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 /
PMK.07 / 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 384).
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bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, c dan d di atas,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung
di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun
2002 Nomor 129).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321).
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 220).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2091).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 296).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 / PMK.07 / 2015
tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana
Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2055).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa
Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 300).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1099).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367).

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
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Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 / PMK.07 / 2019
tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi

Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 530).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2020
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.07 /
2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384).

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007
tentang  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana
Tahun 2007 Nomor 15).

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4).

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019
tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana
Tahun 2019 Nomor 18).

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 14 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kaimana Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kaimana Tahun 2019 Nomor 31).

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli serta Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah
Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 162).

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah
Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163).

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana
(Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 164).

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten
Kaimana Tahun 2017 Nomor 165).

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala
Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor
2206).
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Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten
Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019
Nomor 229).

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada
Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor
260).

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian
Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten
Kaimana Tahun 2019 Nomor 262).

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian
Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten
Kaimana Tahun 2019 Nomor 263).

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian
Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah
Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264).

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian
Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten
Kaimana Tahun 2019 Nomor 267).

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 49 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 270).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kaimana.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaimana dan Perangkat
Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana.

Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Kaimana.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang
selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Kaimana.
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Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya
disebut KPPN adalah KPPN Fakfak selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kcmenterian, unit
pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat
daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Kaimana.

Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut
Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada
di wilayah Kabupaten Kaimana.

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu
perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Kampung.

Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat
Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban
Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.

Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.

Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat kampung.

Pemberdayaan  Masyarakat = Kampung adalah  upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
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perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.

Data Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai
potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya
manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik
dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta permasalahan yang dihadapi kampung.

Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat
desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat
produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya,
tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan
upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi
di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis
sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung,
selanjutnya disingkat RPJM-K, adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat
RKP-K, adalah penjabaran dari RPJM-K untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya
disebut APB-K, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Kampung.

Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk kerekening kas
Kampung.

Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening
kas Kampung.

Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak
perlu dikembalikan oleh Kampung.

Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diterima kembali oleh Kampung.

Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana dan digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  Kampung,
pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan
kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat
Kampung.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja
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Daerah Provinsi Papua Barat dan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.

Batuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disingkat
BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga
miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang
selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung
yang karena  jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan  keseluruhan  pengelolaan keuangan
Kampung.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya
disingkat = PPKK adalah perangkat kampung yang
melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan
keputusan kepala Kampung yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKK.

Perangkat Pemerintah Kampung adalah Unsur Pembantu
Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretariat Kampung,
Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung
yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.

Pelaksana Kewilayahan merupakan Perangkat Pemerintah
Kampung yang membantu Kepala Kampung sebagai satuan
tugas kewilayahan yang meliputi Dusun dan Rukun Tetangga.

Pelaksana Teknis merupakan Perangkat Pemerintah Kampung
yang membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas
operasional yang meliputi Seksi Pemerintahan, Seksi
Pembangunan dan Seksi Pemberdayaan.

Pelaksana Administrasi merupakan Unsur Staf Sekretariat
Kampung yang membantu Sekretaris Kampung sebagai
pelaksana administrasi yang meliputi Urusan Tata Usaha dan
Umum serta Urusan Keuangan dan Perencanaan.

Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung adalah
unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan
kampung.

Perangkat Kewilayahan adalah Rukun Tetangga (RT) yang
merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertugas
membantu Kepala Kampung dalam bidang pelayanan
pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan
di wilayahnya.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN
adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan
membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.
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Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh
penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.

Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMKamp,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Kampung.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan,
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam APB-K.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan
rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan
APB-K dan/atau Perubahan Penjabaran APB-K.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan,
anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan
yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran
sebelumnya.

Pengadaan barang/jasa Kampung yang selanjutnya disebut
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik
dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut
RAKK adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus
kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari
rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Kampung.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan
pengadaan barang dan jasa.

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan,
pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pengelolaan
keuangan kampung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai
program pemerintah Kampung dalam melaksanakan kegiatan
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Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan
Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan
Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Tujuan diberikannya Dana Desa adalah :
a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan.

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di
kampung dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan di tingkat Kampung serta
pemberdayaan masyarakat.

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan
dan pembangunan infrastruktur Kampung.

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial
budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam
rangka  pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi
masyarakat.

g. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan,
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi
masyarakat.

h. Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong dan
partisipasi masyarakat serta kemandirian kampung.

i. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat
kampung.

BAB III
PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG

Pasal 3

Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah bersumber dari APBN
yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui
APBD.

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan
untuk setiap kampung yang ditentukan berdasarkan asas
merata dan adil yaitu :

a. Asas merata adalah pembagian Dana Desa yang dibagikan
sama besarnya untuk setiap kampung/desa secara
nasional.

b. Asas adil, adalah pembagian Dana Desa yang dibagi secara
proporsional untuk setiap kampung berdasarkan nilai
bobot kampung yang dihitung berdasarkan variabel jumlah
penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis.

Rincian Dana Desa setiap kampung di Kabupaten Kaimana
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dialokasikan berdasarkan :

a. Alokasi dasar setiap kampung.

b. Alokasi afirmasi setiap kampung.
c. Alokasi kinerja setiap kampung.
d. Alokasi formula setiap kampung.
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Pasal 4

Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf a, merupakan alokasi minimal Dana Desa
yang akan diterima oleh setiap Kampung.

Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi
jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam
lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020.

Pasal 5

Alokasi Afirmasi Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3) huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan
Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi.

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata  Cara
Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3)
huruf c, dibagi kepada kampung dengan kinerja terbaik yang
ditentukan berdasarkan urutan kampung yang memiliki skor
kinerja terbaik.

Kampung dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah kampung yang dipilih sebanyak 11% (sebelas
persen) dari jumlah kampung yang memperoleh hasil penilaian
kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan kampung,
pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa,
dan capaian hasil (outcome) pembangunan kampung,
penilaiannya dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

a. 20% (dua puluh persen) untuk Pengelolaan keuangan
kampung, yang dinilai dari perubahan rasio PAK terhadap
total pendapatan APB-K dan rasio belanja bidang
pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB-K.

b. 20% (dua puluh persen) untuk Pengelolaan Dana Desa,
yang dinilai dari persentase kesesuaian bidang
pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana
desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan
barang jasa Dana Desa secara swakelola.

c. 25% (dua puluh lima persen) untuk Capaian keluaran
(output) Dana Desa, yang dinilai dari persentase realisasi
anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana
Desa.

d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk Capaian hasil (outcome)
pembangunan kampung, yang dinilai dari perubahan skor
IDM, perubahan status kampung, status kampung
terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Besaran dan Data Kampung penerima Alokasi Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dihitung dan
ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
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Pasal 7

Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 ayat (3) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks
kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

Besaran Alokasi Kinerja setiap kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot sebagai
berikut :

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk di kampung.

b. 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin di
kampung.

c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah kampung.

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk Indeks Kesulitan
Geografis kampung.

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan
data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Kampung di Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 adalah
jumlah Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana
sebanyak 84 (delapan puluh empat) Kampung yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan.

Besaran Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan
Alokasi Formula Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, sebagaimana telah
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020.

BAB IV
TATA CARA PENGALOKASIAN PEMBAGIAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Penentuan Besaran Tingkat Kabupaten

Pasal 9

Besaran Dana Desa tingkat Kabupaten Kaimana Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020, yaitu sebesar Rp. 98.961.340.000,- (Sembilan Puluh
Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta
Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari :

a. Alokasi dasar, sebesar Rp. 54.767.916.000,- (Lima Puluh
Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta
Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
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b. Alokasi afirmasi, sebagaimana telah ditetapkan bahwa
Kabupaten Kaimana tidak memperoleh Alokasi
Afirmasi.

c. Alokasi kinerja, sebesar Rp. 1.296.864.000,- (Satu Milyar
Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus
Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

d. Alokasi formula, sebesar Rp. 42.896.560.000,- (Empat
Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam
Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Besaran tingkat Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dialokasikan ke setiap kampung di Kabupaten
Kaimana secara merata dan berkeadilan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Tingkat Kampung

Pasal 10

Pengalokasian Dana Desa bagi setiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), dihitung dengan menggunakan
rumus sebagai berikut :

DD-k = (AD-k + AA-k + AK-k + AF-k)

Keterangan :

DD-k = Dana Desa setiap Kampung

AD-k = Alokasi Dasar setiap Kampung
AA-k = Alokasi Afirmasi setiap Kampung
AK-k = Alokasi Kinerja setiap Kampung
AF-k = Alokasi Formula setiap Kampung

Besaran Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi dasar bagi
setiap desa/kampung secara nasional, yaitu sebesar
Rp. 651.999.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Besaran Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada 9 (sembilan)
kampung di Kabupaten Kaimana dengan kinerja terbaik yang
ditentukan berdasarkan urutan kampung yang memiliki skor
kinerja terbaik, yaitu sebesar Rp. 144.096.000,- (Seratus
Empat Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Enam Ribu
Rupiah).

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada setiap desa/
kampung tertinggal dan setiap desa/kampung sangat tertinggal
yang memiliki jumlah pendduduk miskin tinggi, Kabupaten
Kaimana tidak memperoleh Alokasi Afirmasi.

Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :
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AF-k = {(0,10xRP)+(0,50xRM)+(0,15xRL)+(0,25xRIKG)} x AF

Keterangan :
AF-k = Alokasi Formula setiap Kampung

RP = Rasiojumlah penduduk setiap kampung terhadap total
jumlah penduduk kampung di Kabupaten Kaimana

RM = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung
terhadap total jumlah penduduk miskin kampung di
Kabupaten Kaimana

RL = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas
wilayah kampung di Kabupaten Kaimana

RIKG = Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung
terhadap total indeks kesulitas geografis kampung di
Kabupaten Kaimana

AF = Alokasi Formula Kabupaten Kaimana

Bagian Ketiga
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung

Pasal 11

Penetapan besaran Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten
Kaimana Tahun Anggaran 2020 berdasarkan perhitungan
sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Pasal 10 dan Pagu
Anggaran Dana Desa yang ditetapkan dari Pemerintah Pusat dengan
besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu
Prinsip Pengelolaan

Pasal 12
Prinsip pengelolaan Dana Desa meliputi:

(1) Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam
APB-K.

(2) Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan
pertanggunggjawaban Pengelolaan keuangan Dana Desa
berpedoman pada Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Kampung dan Pedoman Pembangunan
Kampung di Kabupaten Kaimana.

(3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara
Administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

(4) Dana Desa digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

(5) Pemerintah Kampung membuka Rekening Kas Kampung pada
bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana.
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Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (5), spesimen
rekening ditandatangai oleh 3 (tiga) unsur yaitu :

a. Kepala Kampung.
b. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanan Kampung.

c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
tingkat Distrik.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana

Pasal 13

Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)
ke Rekening Kas Kampung (RKK) melalui Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD).

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten
dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK,
yang dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan
Dana Desa dari Bupati.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a. Tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana
Desa setiap Kampung, dilakukan paling cepat pada bulan
Januari 2020 dan paling lambat pada bulan Juni 2020,
dengan jumlah total tahap I Dana Desa sebesar
Rp. 39.584.536.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima
Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga
Puluh Enam Ribu Ratus Rupiah), yang disalurkan secara
bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan
ketentuan :

1. Bulan Kesatu, sebesar 15% (lima belas persen) dari Pagu
Dana Desa setiap Kampung, dengan jumlah total bulan
pertama sebesar Rp. 14.844.201.000 (Empat Belas
Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua
Ratus Satu Ribu Rupiah).

2. Bulan Kedua, sebesar 15% (lima belas persen) dari Pagu
Dana Desa setiap Kampung, dengan jumlah total bulan
pertama sebesar Rp. 14.844.201.000 (Empat Belas
Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua
Ratus Satu Ribu Rupiah).

3. Bulan Ketiga, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pagu
Dana Desa setiap Kampung, dengan jumlah total bulan
pertama sebesar Rp. 9.896.134.000 (Sembilan Milyar
Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus
Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana
Desa setiap Kampung, dilakukan paling cepat pada bulan
Maret 2020 dan paling lambat pada minggu keempat bulan
Agustus 2020, dengan jumlah total tahap II Dana Desa
sebesar Rp. 39.584.536.000,- (Tiga Puluh Sembilan
Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima
Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Ratus Rupiah).
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c. Tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana
Desa setiap Kampung, dilakukan paling cepat pada bulan
Juli 2020, dengan jumlah total tahap III Dana Desa sebesar
Rp. 19.792.268.000,- (Sembilan Belas Milyar Tujuh
Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh
Delapan Ribu Ratus Rupiah).

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari Kepala Kampung, dengan
ketentuan :

a. Tahap I, penyaluran diprioritaskan untuk penyaluran BLT
Kampung secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan
dengan persyaratan meliputi :

1. Bulan Pertama, berupa :

a) Peraturan Kampung mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K) Tahun
Anggaran 2020.

b) Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Kampung.

2. Bulan Kedua, berupa laporan pelaksanaan BLT
Kampung bulan pertama.

3. Bulan Ketiga berupa laporan pelaksanaan BLT
Kampung bulan kedua.

b. Tahap II, berupa :

1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana
Desa Tahun Anggaran 2019.

2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran
Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

c. Tahap III, berupa :

1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana
Desa sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2020
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-
rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar
75% (tujuh puluh lima persen).

2. Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tahun
Anggaran 2019.

Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
output dari seluruh kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan
tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala
kampung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan
mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/
lembaga terkait.
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Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran dari setiap kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Bupati Kaimana menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala
KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

Dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,
Dana Desa pada kampung tersebut tidak disalurkan dan
menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 14

Pemerintah Kampung mencairkan Dana Desa kepada
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung.

Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai mekanisme pencairan dana sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.

BAB VI
KETENTUAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 15

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kampung (RPJM-K) dan Rencana Kerja
Pembangunan Kampung (RKP-K).

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala Kampung yang diatur dan diurus oleh Kampung serta
sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung, sepenuhnya
dilaksanakan oleh Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan
mengacu pada Peraturan Bupati.

Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja
Kampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
(APB-K) yang disepakati dalam Musyawarah Kampung, yang
diklasifikasikan menurut kewenangan lokal, yaitu :

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
b. Bidang pelaksanaan pembangunan Kampung.

c. Bidang pemberdayaan masyarakat Kampung.
d

Bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung.
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e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Kampung.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang Pembangunan Kampung dan
Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020, termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi
dampak ekonomi atas pandemi COVID-19, antara lain
berupa :

a. Kegiatan penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 .

b. Jaring pengaman sosial.

Prioritas Dana Desa yang digunakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung,
peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan  melalui pemenuhan  kebutuhan  dasar,
pembangunan sarana dan prasarana kampung, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan memprioritaskan
pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi antara lain :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi kampung.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan untuk penanggulangan bencana alam dan/
atau kejadian luar biasa lainnya.

Prioritas Dana Desa yang digunakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan
Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
ditujukan untuk pengembangan kemandirian dan kesejahteran
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta
memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki sehingga
Kampung dapat menghidupi dirinya secara mandiri dengan
memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan yang
meliputi antara lain :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
Kampung.
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b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

c. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

d. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan
sarana dan prasarana ekonomi.

e. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Kampung dalam
menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.

Pelestarian lingkungan hidup.

g. Pemberdayaan masyarakat Kampung untuk memperkuat
tata kelola kampung yang demokratis dan berkeadilan
sosial.

Pemerintah kampung wajib melaksanakan kegiatan jaring
pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,
berupa BLT Kampung bagi keluarga miskin atau tidak mampu
di kampung sebagai keluarga penerima manfaat sebesar
Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per keluarga
penerima manfaat per bulanyang dibayarkan setiap bulan
selama 3 (tiga) bulan.

Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan dan
penetapan data keluarga penerima manfaat serta pelaksanaan
pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) setelah mendapat
persetujuan Bupati Kaimana.

Persetujuan Bupati Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan
Kampung mengenai APB-K.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati
Kaimana mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan
sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih
banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung
setempat.

Pasal 17

Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Kampung.

Pemerintah Kabupaten Kaimana melakukan pendampingan
atas penggunaan Dana Desa.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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BAB VII
PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik
setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada
Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung dengan tembusan Inspektorat Kabupaten.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
ketentuan pelaporan keuangan kampung yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran 2019.

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran 2020 setiap tahapan pencairan.

Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, disampaikan paling lambat bulan Mei 2020.

Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas
waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5), Kepala Kampung dapat menyampaikannya
pemutakhiran capaian output kepada Bupati Kaimana untuk
selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi
software.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bupati Kaimana melalui Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung dapat mendorong percepatan
penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII
S ANKSI

Pasal 19

Bupati Kaimana menunda penyaluran Dana Desa Tahun
Anggaran 2020, dalam hal :

a. Bupati Kaimana belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

b. Terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung Tahun
Anggaran 2019 lebih dari 30% (tiga puluh persen),
dan/atau
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c. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat
pengawas fungsional daerah.

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana
Desa tahap II Tahun Anggaran 2020 sebesar Sisa Dana Desa di
Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal kepala kampung tidak menganggarkan dan tidak
melaksanakan kegiatan BLT Kampung dikenakan sanksi
berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun
anggaran berjalan.

Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung Tahun
Anggaran 2019 lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan
disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2020, penyaluran
Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 tidak dilakukan.

Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni 2019 Sisa
Dana Desa di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2018
masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran
Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

Bupati Kaimana melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam
hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan
penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada Bupati Kaimana dengan tembusan
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 20

Bupati Kaimana menyalurkan kembali Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 yang ditunda dalam hal :

a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf a telah diterima.

b. Sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran
2018 kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh
persen).

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c
berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,
Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas
Kampung dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

Bupati Kaimana melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
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Bupati Kaimana memberitahukan kepada Kepala Kampung
yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lambat akhir bulan November Tahun Anggaran 2020.

Bupati Kaimana menganggarkan kembali sisa Dana Desa di
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan
APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II
dari Bupati Kaimana, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa Tahap II
yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat
bulan Juni Tahun 2020.

Dalam hal Bupati Kaimana tidak menyampaikan permintaan
penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari
RKUN ke RKUD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 21

Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam
hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b,
masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung lebih
dari 30% (tiga puluh persen).

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun
anggaran berikutnya.

Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati Kaimana melakukan pembinaan dan pengawasan
dalam pemberian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh
Kampung, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai
tugas dan fungsinya antara lain :

a. Inspektorat Kabupaten Kaimana.
b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa oleh
setiap kampung yang berada di wilayahnya sesuai ketentuan
yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan
dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten Kaimana.
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BAB X
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 23

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah
berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan
masyarakat Desa, maka perlu dilakukan upaya percepatan
pencegahan dan penanganan COVID-19 sebagai prioritas
penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang
berpedoman pada :

a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2020
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.07 /
2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

b. Pembentukan Relawan Kampung Lawan Covid-19 disetiap
Kampung.

c. Penegasan pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT) dan
penguatan ekonomi kampung.

d. Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)
melalui Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) melalui
Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf c, dialokasikan dari Dana Desa setiap
Kampung dengan ketentuan :

a. Kampung penerima Dana Desa  kurang  dari
Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)
mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

b. Kampung penerima Dana Desa Rp 800.000.000,-
(Delapan Ratus Juta Rupiah) sampai dengan
Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta
Rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

c. Kampung penerima Dana Desa lebih dari
Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta
Rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal
sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana
Desa

Penetapan besaran BLT-Dana Desa untuk setiap Kampung di
Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020 berdasarkan
perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang
ditetapkan dari Pemerintah Pusat dengan besaran
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Besaran alokasi BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) merupakan alokasi maksimal BLT-Dana Desa setiap
kampung yang disalurkan kepada Keluarga Miskin
berdasarkan hasil pendataaan yang dilakukan oleh Relawan
Kampung Lawan Covid-19 dan telah ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Kampung.

Mekanisme dan tata cara pemberian BLT-Dana Desa
berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan
dan Penanganan COVID-19 disetiap Kampung di Kabupaten
Kaimana oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan COVID-19
disetiap Kampung di Kabupaten Kaimana oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada seluruh kampung
di Kabupaten Kaimana setelah diverifikasi dan mendapat
persetujuan dari Bupati.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ini akan

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Bupati Kaimana ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Kaimana ini dengan menempatkannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 20 April 2020
BUPATI KAIMANA
CAP/TTD
MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
RITA TEURUPUN
BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 NOMOR 281

Salinan sesuai dengan aslinya

‘\‘}RK% RIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA

A CAGIAN HUKUM DAN HAM

SITI ROHMA,
PEMBINA
IP. 19750620 200012 2 008

A.p

-




- 25 -

VINWAOL ISVIOTY

667°0TT6E0'T dY || 66Z°TTZ'£8E  dY || €0600°0 ||€8Z00°0 | TETTO'D| LOT1'8S ||0ZODO'D |9€T00'D| 91'sZ [|€6vo0’0 [98600'0| S9 |ZoToO'D|S90T0D| «BE |- dy 0s 90ELYTS |- dyff s Eddunoy | 000666'T59  dY VNONVA Z00Z'Z0'80'Z6 (Z
866'v06'v09'T dY || 866'608'808  dY || 588100 |[8ZZ00'0 | ¥T600°0| T96'9Y |BOE00'D |ZSOZO'D | 95°6LE |[STTTO'0 |0EZZO'D| £¥T | vEZOO'D |EVEZO'O| 1S8 | 000°960°vYT dy z T8TSK9S |- dyfl o Suequig || 000'666'TS9  dY VIVEWV T00Z'Z0'80'Z6 |T
689'6T6'E8L'TT dY || 689°E€8'61T'S dY || SE6GTT'0 [[0T8Z0'0 | OYZTIT'O| ZSS'LLS ||6¥TZ0D | ¥ZEYT'D | 0'0S9'Z |[859S0°0 | LIETT'D| 9vL |BTETO'D|¥8IET'0| 68L'v | 000°960°vYT dy - dy 000°066'6T5'9 dy AVMN¥NE  Z0'80°Z6 g
TZETSY'9YT'T dy || TzE'Zsy'ves  dy || 98€T0°0 [[ovE0D'D | 09ETO'0| €88'69 |8Z00OD 681000 | E€6'VE |[EE600'0 |998T0'0| €ZT | S8000°0 [S¥800°0| LOE |- dy (44 9096y | - dy( v [reSFuniey jedues || 000'666'TS9  dy V0 6T0Z°T0'80°Z6 (LT
0£0°0LZ'ZST'T dY || 0£0'TLz'00S  dY || 99TT0°0 |[68Z00°0 | LSTTO'D| OLY'6S |T8000D |6ESO0'0 | 08'66 |[SOL00°0|TT¥IO'0| €6 |T6000'0|90600°0( 6ZE |- dy 78 85808°6T |- dyfl v Efuniag | 000'666'TS9 Ay VNNEAM 8T0Z'T0'80'Z6 |9T
TLYE8E0TTT dY (| TLv'06€'85S  dY || ZOETO'O [[TTYO0’D | S¥9T0'0| 6TS'¥8 900000 |0¥000'0 | 8L |[vE800'0|699T0°0| OTT [0S0000 [T0SO00| Z8T |- dy v8 §85Z9°0T |- dyfl v [EFunag, | 000'666'TS9 dY VAVS L10T°T0'80°Z6 (ST
vZ9'Lyz'9TZT dy || vZo'8vZ'ves  dy || STETO'D [|€0€00'0 | ZTZTO'D| €0€'Z9 |[18000°0 |6ES00'0| 0866 [|08800°0 (09£10°0| 9TT |[TS000°0 |STSO0'D| £8T |- dy ve TLLYETY |- dyf s 1eddunoy || 000'666'TS9  dy ILVNVC 9T0Z'T0'80°Z6 |vT
STY'T9S'690'T dy (| STY'E9s LTy dy || €2600°0 [[€TE00'D | ¥SZTO'0| YEY'Y9 | TE0000 |L0ZOO'D | 9Z'8€ |[¥8SO0'0|89TTO'D| LL | S¥0000 [6vvOOD| €9T |- dy €8 Y60ELOT |- dyfl v 1efdunoy || 000°666'TS9  dY VIMVS STO0Z'T0'80'Z6 €T
€8E'879'978'T dY || EBE'6Z9VLT'T dY || BELZO'D ||€8000°0 [ OEEO0'D| €86°9T ||9T0O00'0 |80TO0'D| 96°6T |980Z0°0 (ZLIVYO'D| SLZ |[¥SS00'0 |9€SS0D| TTOZT |- dy 09 £9880°1S |- dy 8 Suequniog (| 000'666'TSS 9y VOO €10T°10'80°Z6 (ZT
Yy T0SYIET dy (| Tvy'zos'ze9  dy || vysT0'0 [[TTEOD'D | Z¥ZTO'0| 8ER'E9 |¥£000'D |S6¥00'0 | 6Y'T6 |[£L0T00|v¥STZO'D| Z¥T |€8000°0 [9Z8000| OOE |- dy oL ZYEYTOY |- dyfl v EfFuney | 000'666'T59 Ay VIVINVY Z10Z'T0'80°Z6 (TT
vS9'SLEVTET dY (| vS99L6'749  dY || 695T0°0 [[vEEDD'D | 9EETO'D| £L€9'89 |9£000°0 | ¥0S00'0 [ ST'E6 |[££0TO'0|v¥STZO'D| ZPT | Z800OD [€Z800°0| 66Z |- dy 174 LBETY'SY |- dyfl 9 Efuniag, | 000'666'TS9  dY VAINNT TT0Z'T0'80°Z6 (OT
TIYELS'YIT'T dY (| ZToves'zio  dy || 8ZyT1o'0 [[vTE00'D | 95ZT0'0| ZES'Y9 [8S000°D |£8E00'D | €S'TL |[S6800°0 |06£T0'0| 8IT (T9T00'0 [0T9TOD| S8S |- dy vy VEELBTS |- dy( s [reSFuney jedues || 000'666'TS9  dY IVIWIVIN  0TOZ'TO'80'Z6 (6
LEIYBI'ZOS'T dY (| L€9°685'90L dY || Lv910'0 [[SZEOD'D | ZOETO'D| 8899 | 681000 |6STTOD | £8ZEZ |[¥ZOTO'0 |8YOZO'D| SET (601000 [060T0°0| 96€ | 000°960°vYT dy v 8416095 |- dyfl s Efuniag | 000'666'TS9  dY ONVINW 600Z'T0'80'Z6 |8
9L8°L69'SSS'T dY (| 9.8'869'€06  dY || LOTZOO [[£TE€00'D | £9ZT0'0| 8ZT'S9 |£OOOO'D |S¥O00'0 | TE'S |[9£9T0°0 |ESEEO'D| TZZ | LOTOO'D [890TO0| 8BE |- dy €9 T6TYS0S |- dyfl ¢ [Ef Uy, | 000'666'TS9 Ay VAVP VIWONO4 800Z'T0'80°Z6 (£
606'LEY'BYT'T dY || 606'8€9'L6¢  dY || 09TTO'0 [[T6Z00'0 | Z9TTO'0| 6ZL'6S [0E000D |86T000 | 6S'9E |[1S£00°0|Z0STO'D| 66 [ 680000688000 | €Z€ |- dy €L T899ETY | - dyf s 1E8uniog, | 000'666'TS9 Ay MISIS £LDOZ'T0'80°Z6 (9
88y'987'I8T'T dy || 88v'£87'6Z5 dY || ¥EZTO'0 [[€0ZOO'D | €ET800°0| SSL'TY¥ |[98Z00'D | 906100 [ €9°ZSE |[Z5900°0 |SOETO'D| 98 (260000 [SZ6000| 9€E |- dy 34 9LEOY'SS |- dyfl v 1eddunioy || 000°666'TS9  d INONVOONVL 900Z'10°80°Z6 |S
E0E'0S8'LTY'T dY || E0ETS8'SLLT dY || OVIYO'D [[¥OTOO'D | STYOO'D| OTETZ [|9STO0D |EYOTO'D | S6Z6T |[vOYZO'D |608Y0'0| LIE | SLYIO'D|ESLYT'O| 6SE'S |- dy 08 LESYO'LT |- dyfl € Suequiaieg || 000°666'TS9  dY VNOMRIL S00Z'T0'80°Z6 (¥
890°S9T'£8L'T dY || 890°99T'SET'T dY || 9v9z00 |[66Z00°0 | L6TTO'D| 90ST9 [ TZTOO'D | 608000 [ OL'6¥T |[6T6T0'0 |BEBED'D| €SZ | LOEDO'D [£90£0°D| vIT'T |- dy 8L TBEELEE |- dyf ¢ Suequniiag || 000°666'TS9  dY 0H01 Y00Z'T0'80°Z6 €
8ST'8YE'ZLT'T dy (| 8ST'6YE'0ZS oY || €1ZT0°0 [[98Z00°0 | SYTTO'D| £Z8'8S [0LT000 |€EETTOD | 85'60Z |[69500°0 |BETTO'D| SL (881000 |088I00| €89 |- dy SL 969V6'TY |- dyfl v efuniag, | 000'666'TS9  dY VLOLVIWVN €00Z'T0'80°Z6 (Z
TIEQTEZIT'T dy (| Z16'£T€'09y Y || €£0T0°0 [[T9T00°0 | ¥¥900°0| STT'EE |68Z00°0 | ¥Z6T00 [ 96'SSE |[S8Y00'D |TL600'0| ¥9 [|BETO0'0 [6LETOD| TOS |- dy ov 98¥96'ES | - dyfl v EEunIaL, | 000'666'TS9 Ay ISYVIN Z00Z'T0'80°Z6 [T
TSE'LBS'VIS'EZ dY || ZSE'80S'987'ZT dY || Zv98Z'0 |[¥8IKO'D | BELBT'D| 758296 |669T00 | ¥ZETTO | 0'S60°Z |[€SSBT'0 |IOTLE'D | 9¥Y'Z (|90LEQ'D | €90LED [ E9V'ET || 000'960'vYT dY - dy 000°€86'€80'TT dy VNVINIVY ~ T0'80°Z6 A
(€2+(6H(911€)= (#2) (2)x(zz)=(€z] fzz) (1z) 1oz} (61) (81) (21) (9r) (s1) (#1) (€1) (zr) (1) (or) (6] (8] (z) (9] (s (#) (9)=1€) (z) (1)
%5T {oxei) fonir) %ST mni) m7) %08 [ {war) x0T re) r)
DONNdWVH YVINWNOA THEVINVA N.H.Mw ”Ham”oum M.u.,wzo yedepy | yedemm ok [| SN unpsy s x.:vaw.um | [F—
dVILES ISVIOTV sod0 || wepar | mepar | “JEEN SO0 | e e | e || wwen | o | VONANDY || vrdanni | vesanni [ isvinav || wae ity qVSVa
e HVIWNAC VioL || wewen | oeed SVHOTY  ||lonpinva| wows || 1svsionv |msaal|  ONDAWVH ISVHOTY ONNdWVY / MRILSIA ON
novd SIAVIDOFD NVLITNSAN HVAVIIM SYNT NIISIN ¥NANANEd MNANANdd ISVILISVDA

dVILHS

020 NVIVODNV NNHV.L ‘VNVINIVI NALVdNdV Id
ODNNJNVH dVILHS VSHA VNVA NVIONIA

020T NNHV.L ‘VNVINIVI NALVdNIV3 Id DNNdINV

VSHA VNVA NVIONId NVAV.ILANHd NVA NVIDVANHd VIVO VIVL

ONV.LNHL
0¢0¢ NNHVL 0T JdONON
VNVINIVY LLVdNd NVINLVIHdd

I NVAIIdINVT




- 26 -

S9T'TES'996 dy || 59T EESYIE dy || €€£00°0 ||08z0o00 [ TZTTO'D| 685'LS || £8000°0 |08S00°0 | LZ'L0T [|85ZOOD [9TS00D ve 80T00°0 | Z80T00 £6E E dy LE LBLLE'YS |- dy S 1E89uniay, | 000'666°T159 dy VEVMIL O0E0Z'£E0'80°Z6 |ZT
008'TL8°906 dy || 008'ZL8'YST dy || ¥6500°0 ||Z9zZ000 [ 8¥0TO'D| £98°€S [|¥9T000 | TE0TO0 | Z8'T0Z || LETOOD [€£Z0DD 8T ZEODD'0 [ 6TE0DD 91T » dy 62 oro0z'ss |- dy [4 1Efduniay, | 000'666°T59 dy VMVINNONL 6Z0TE080°C6 |TZ
LST'TI60°LL8 dy || £5Z'Z60°52T dy || sZ500°0 ||TZEOOD | ¥8ZT0'D| £86'SS || £8000°0 | 08500°0 | £Z'LOT [|89000°0 [ LETODD 6 8v000°0 | S8¥00°0 9T s dy 18 YEVLIOT |[- dy v [[reS8uniay 1eSuss | 000°666°'TS9 dy 0DIld 8T0T'€0'80°'Z6 |0Z
TE9°LTTLI6 dy || TE9'8ZZ'59Z dy || 8T900°0 ||96£00°0 [ S85T0'D| O¥¥'T18 [6ET00D |¥Z600°0 | T6'0LT [|9¥000D [ T60000 9 8€000°0 | 08€000 8ET g dy 29 8£9550S || - dy £ [e8dunay, yedues || 000'666°T59 dy VAVDINE [LTOT'E0'80°Z6 |6T
LSO'TLY'0S6 dy || £S0'ZLY 86T dy || 969000 ||S8Z000 [ 8€TTO'D| 86¥'8S [|vET000 | ¥6800°0 [ S¥'SST || L6T00°0 [ ¥6£00°0 9z 080000 | 864000 062 . dy €1 866Z8'SS || - dy v [Ed9unay, | 000'666' 159 dy ISNEXY STOT'E0'80°Z6 |8T
VSE6'LSY'ETE dy || ¥SE6'8SY' 19T dy || 0T900°0 ||06Z000 [ 09TTO'D| 009'6S [|ZOTOO'D |8L900°0 [ S¥'SZT [|Z81000 [ ¥9€00°D 144 9£000°0 | 85£00°0 OET ¢ dy iy 80L79°TS |- dy 13 [eddunay, yEdues || 000'666°TS9 dy UMISVIN vZOT'E0'80°Z6 |LT
177090216 dy || TzZ'190°09Z dy || 909000 ||T8Z000 [ €ZTT0'D| 669°LS [|STOOOD |TOTOOD| €8T | S9Z00'0 [TESO0D 113 S¥000°0 | 6¥¥00°0 €91 = dy €S 9L8LT'TS || - dy v [E99unay, | 000'666°159 dy VOVNIVA £T0TE0'80°Z6 |9T
799°Z68'v6T'T dY || Z99'L6L'86E dy || 0E600°0 || T8E00°0 [ €25T0'0| 08Z'8L [|95T00°0 |ZvOT0'0 | ZLZ6T ||88Z000 (945000 13 ¥0T000 [ E¥OTO0 6LE 000'960°vyT dy 8 8YETE'SS |- dy S [eddunay, || 000'666'TS9 dy VHONOMOM TI0T'E0'80°Z6 |ST
TREGEITTZT'T dY || ZBE ¥YS 9ZE dy || T9L00°0 ||68€00°D | £5STO'D| L1008 [LETOOD [¥T600'0| 60°69T (|ZSTOO'D [ E0E000 (114 £8000°0 | TEB00D Z0€ 000960'vyT  dy 6 vSY06'ss | - dy v [ed3unioy, || 000'666°'TS9 dy VNVAOW TZOT'£0'80°Z6 |¥T
ETLSOT'LTOT dY | €ETL90T'S9E dy || Ts800°0 ||ZTE000 [ 6¥ZTO'D| T9T'¥9 [|ZTTOOD |L¥LO0'0 | 8T'BET || TYEOD'D [ £8900°0 114 980000 | 958000 1943 ~ dy 13 LSLLT'SS |- dy S 1e93uniay, | 000'666°159 dy VAdAvVE 0TOT'€0'80°76 |ET
9SY'ESY'YYE dy || 9st vy T6T dy || z89000 ||88Z000 [ TSTTOD| SZI'6S [|ZOTOOD |8L900°0 | S¥'SZT [|SEZOOD [0LYODD 113 £5000°0 | ££5000 807 = dy vz 9SGEE'SS || - dy € [eddunay, | 000'666° 1S9 dy NnAvVNAv 6T0T°E0'80°T6 (ZT
6Tr'vLz’0z6 oY || 6Tvr'scze9z oy || sze00'0 [|sog00'0 | 0zzTo'0| voL'Z9 ||szooo'o |£9T00'0 | T6'0E [|8zzoo'o|ssvooo| of |[s9o00'0 |szs000| gvz |- dy| 1z | 6€909'ss |- dyfl € esguney, | 000666159 dy VENEDONOE 8T0ZE0'80°T6 [T
STY'6Z0°0E6 dy || STY'0£0'8LZ dy || 8¥900°0 ||£9z000 [ 690T0°D| 916'vS [Zzooo0 |6¥TOOD| v9'Lz | T8ZOO'D [T9500°0 LE 8£000°0 | 6££000 13:14 . dy [+}3 0LYBT'SS |- dy S [Ed9unay, | 000'666' 159 dy VSVMSEM LTOT'E0'80°T6 (OT
9Z6'SYIETO'T dY || 9Z6'9Y9'T9E dy || €¥800°0 ||¥6£00°0 [ 8£5T0°0| Z90'T8 |[|£ZT0O0'D|S¥800°0 [ 9€'9ST [|$9Z000 [ TESODD SE 95000°0 | ¥95000 soz ¢ dy 9z TLLTE'SS |- dy v [eddunial || 000°666°'TS9 dy VWIANA 9T0T°€0'80°Z6 |6
LS8'LST'ST6 dy || LS8'8STELT dy || LE900'0 ||¥TEOO'D [ 952T0°0| T¥S'YS [|TTTOOD |LELOO'D | LE'9ET || ¥LTOO0 [6¥EDDD €T 8£000°0 | 08£00°0 8ET g dy 87 58SYT'ss |- dy T [eS3uniag || 000'666°'TS9 dy VLIDONVA $T0Z'E0'80°Z6 (8
T99°6vS'668 dy || 199°055"LYT dy || ££s000 ||6¥Z000 | £L6600°0| LIZ'TIS [|OvTIOO‘D |¥EEOD'D | ££°ZLT ||6ZT0O0D [85Z00D L1 650000 [ 68500°0 viz = dy [43 YZEIT'SS |- dy T [EF3uniay, | 000'666'T59 dy ISYIVANVM ETOTE0B0'Z6 |L
LELTYT'E90'T dY || LELOVT'ELT dy || £L£9o0'0 ||98z000 | ¥¥TTO'D| Z6L'8S [|99000°0 |Z¥roO'D| Z8'T8 |0ZZOO'O [OYYOOD 67 ¥9000°0 | ¥¥300°0 1414 000°960'vyT dy T T68LL°9S |- dy T Fuequnisag (| 000'666 159 dy VIMNAO0G TTOT'EO'BO'Z6 |9
618 TIZ680'T dY | 6I89TT'E6T dy || £8900°0 ||65Z000 [ SE0TO'D| Z9T'eS [|¥6000°0 |6Z900°0 [ 9€'9TT [|€£Z000 [9¥S00D 9¢ £5000°0 | €££5000 807 000'960'¥YT dy {4 YESYE'SS |- dy v 1e93uniay, | 000'666°159 dy VIEMVLVMVS 0T0Z'€E0'80°76 |S
08Y'¥96°086 dy || 08Y'S96'8ZE dy || £9£00°0 ||££zo00 | LOTTO'D| 898°9S [ 160000 |60900°0 | €£°ZTT [|TTE00D [ZZ9000 v 880000 | 848000 6IE = dy veE I8YI6'YS |- dy 9 [Eddunay, | 000'666°1S9 dy IN¥VODNL v00ZT€E0'80°76 |V
SSLYL9'186 dy || 55£°549°62E dy || 69£00°0 ||T6Z00°0 | S9TTO'D| £98'6S 961000 [£LOETO'0| Z8'T¥Z ||ZTZ0O'D [SZYOO'D 87 690000 | 88300°0 0sZ hy dy Sy G8E8LTS |- dy S [eddunuay, yedues || 000'666°TS9 dy IMVS €E00Z'E0'80°Z6 €
0L1°00Z'v86 dy || 0£T'TOZ ZEE dy || v££00°0 ||86Z00°0 [ €6TT0°D| £ZE'T9 [|LET000 | ¥T600°0 | 60°69T [|59Z000 [ TESODD SE ¥£000°0 [ SELOOD 92 - dy LS Y0SZ6'1S |- dy 13 [edgunay, eSuEs || 000'666°TS9 dy NN¥AELEA TOOZT't0'80°T6 (T
LTT'IT6'SL8 dy || LZT'LT16°€22 dy || zzsoo’o ||€9z000 [ €50T0°0| 060°vS [|08000°0 | TESOO'D | 81'86 |ZSTOO'O [€0E00D 0z 8Z000°0 | S£Z000 00T ¢ dy 144 €0ZL8°SS |- dy T [E85unay, | 000°666' 159 dy NSNN¥NA TO0T'E0'80°76 |T
ETEEVT'O6T'EZ dY || ETE'EBL'S96'9 dY || GEZOT'D ||LVYELO'D | £LBE6Z'D|YSO'OTS T|{TYYZ0'0 | 0£Z9T'0 | O'OTO'E (|9£6¢0°0 | TS660°0 | 959 [|9£vT00|9SLPT’0| 09E'S | 000'¥8E'9LS dYy = dy 000°9£6'LYy9'ST dY SVLV INNDJV MNTAL £0°'80°Z6 o
TER'SZS'TIST dY | ZER'9ZS'658 dy || vo0z0'0 ||S0E00°0 [ 6TZTOD| L19°Z9 [|TLzZTO0|9L¥80°0 [Z0'89ST [ TTE00D [ZZ9000 134 LTIT00°0 | £9TT00 vy - dy 114 BZLEE'SS |- dy S [E99unay, | 000'666' 159 dy VIH 010Z°Z0'80°Z6 |OT
BEETTEOBE'T dY || BEE'EZE'BTL dy || 86910°0 ||Z0E00'0 | 90ZT0'D| S66'T9 |[[£S000°0 | LL£00°0| €£'69 |6ZZT0°D|8SYZO'D| Z9T 111000 [60TTOD £oY ¢ dy 6S ¥908°1S || - dy 9 [edduryay, jedues (| 000'666'159 dy VINVSE 600Z°Z0'80°Z6 |6
OTt'S8T'EE6 dy || oTt'987 182 dy || 959000 || TOE000 [ E0ZTO'D| 0Z8'T9 [|9€000°0 |TvZOO'D| S9'vv | SOZOO'O [OTYOOD Lz ¥1100°0 (O¥TITOD riv g dy [43 £99v8°SS |[ - dy 9 [E53uniag || 000'666°'TS9 dy NVINVSON 800Z'Z0'80°'Z6 (8
€66'S9S'EB0'T dY || £66'995 TEY dy || 0010’0 ||¥EZO0'D [ 9E600°0| ZE0'8Y [|09Z0O0'0 |EELTO0 | ¥9'0ZE [|0SZOOD [ TOSOOD €€ Z9Z00°0 [ 819200 156 E dy s9 Z6EVREY | - dy v Fusqunireg || 000666159 dy VAVIIAQV £00ZT°T0'80°Z6 (L
96L7LSL'STTT dY || 96L'89L'ELS dy || 8€€T0°0 ||S£Z00'0 | TOTTO'D| 955'9S [[88000°0 | 88500°0 | 69°80T ||08800°0 [09L10'0| 9TT ¥6000°0 | ¥¥600°0 1343 < dy LL DDE6E'LE |- dy S [ed3uniaL, || 000'666°'TS9 dy VSVINND 900T°Z0'80°Z6 |9
BSE'TLT'S86 dy || 8SE'ELT EEE dy || £££o0'0 ||zezoo'o | 89TT0°'D| ¥00'09 [|90000°0 |8E000D| ZO'Z ZLEODO | E¥LO0D (314 80T00°0 | 940100 16E ~ dy w Z08YLES |- dy S [e93uniay, | 000'666°159 dy VAVD S00Z°Z0'80°Z6 |S
PSLOYT'960'T dY || ¥SLLYT YOy dy || sE0T0’0 ||Z6Z000 [ 89TT0°0| ¥00'09 [|T8000°0 |8ESO0'D| Lt'66 | TESOO'D [Z90TOD oL ZETO00 [6TETOD 6LY = dy v9 8ZS0Y0S |- dy v ||red8uniay yedues || 000'666° 1S9 dy NIVL t00ZT°ZT0'80°T6 (¥
TI6'LI6'ET6 dy || TTE'BT6'TLT dy || v£900°0 ||66Z00°0 | S6TTO'D| 96€'T9 [ZZ00O'D [9¥TOO'D| 90°4Z (€£z00'D [9¥S00D 9€ 0v000°0 | ZOY0O'0 vt = dy w G9££5°sS |[ - dy 13 [euniay, || 000°666 1S9 dy JOaE €00T°Z0'80°76 |E
(EZH(6}+(9)+(€) = (vT) (?)x(zz)=(€z] (ez) (1z) (oz) (61) (81) (£1) (91} (§T) (#1) (€T) (zr) (r1) (or) (6) (8] () (9] (5] (#) (q)=(€) (z) (1)
%ST {oxpi) [ %ST mni) m7) %08 [ {wdr) *0r i) r)
onnamvn | VIVRHOS g S| St | S | R | N | e || | | o wa
dVILES P 10qei osTy Wi osey | yepunp (| soqoh oesey VIIANDE VIUEND] || VOUENDE ([ ISVINNIEV || wdr Jvsva
e HVINAL V1oL || wwem | owey SVIOT  |owpinva| woxs | 1sviov |msaa| ONAMWVA o DNNAWVY / MRLISIA ON
novd SIAV¥DOID NVLITNSEN HVAVIIM SYN'T NDISIN ¥NANAN3d MNANANEd ISVILIISVTE

VINWAOI ISVIOTY




-7 -

IST'96T°768 dy || zsz'L6Z°0VZ dy || 095000 |[T8Z000 | SZTTO'D| 68L°LS [|98000°0 |9£S00°0 | £9°90T ||¥¥TOO0 [88Z00D 6T 8v000°0 | 58Y00°0 744 = dy 134 99818°€S || - dy T [E93unag, | 000'666'159 dy NAWNS STO0T'90°80°Z6 |¥T
9LT'9Y8'TET'T dY || 9LT Lv80OVS dy || T9Z100 ||[¥8Z00'0 | SETTO'D| TEE'8S [|SYTO0'D|99600°0 | 89'8LT |[99L000 [ZESTOD 10T 990000 | 193000 ovz = dy 6L TTL80'EE || - dy S [E85unay, | 000'666' 159 dy VINONVM $T0T°90°80°Z6 |ET
OvT°'06€'998 dy [| ovT'TEE YIZ dy || 00S00'0 ||0£Z00'0 | 6£0T0'D| Z9¥'SS | ¥BOOO'D [ T9S00°0 | SL'E0T ||90T00'D (ZTZ0OOD 143 0v000°0 [ 96£00°0 1441 & dy ST L966L'SS | - dy 14 [ed3uniay, || 000'666°TS9 dy RIVNI €T0Z°90'80°Z6 |TT
SERTEOZYT'T dY || SER'ZE9'06Y dy || ¥vTT0'0 |[Z9Z000 | 6¥0TO'D| S88‘ES [|68000°0 | Z6S000 | TS'E60T |[SOLODO [TTIYTOD £6 880000 | 548000 :343 ». dy 9L STIYT'6E | - dy v [efduniag, | 000 666'159 dy VENODOVN ZT0Z°'90°80°76 |TIT
€80°9TL'ZTTT dY || EBOLTLOLS dy || o€€100 |[T6Z000 | 99T10°0| 806'6S [|60T00'D | ¥ZL0OO0 | TO'VET |[£S8000 [¥TLIOD {391 €£000°0 | ZELODD 99z = dy 8s YETZEIS |- dy S [Efgunay, | 000'666' 159 dy VEVDIN 0T0Z'90'80°Z6 (0T
6L£'050°256 dy || 6££'T50°00€ dy || 66900°0 ||€8Z00°0 [ TETTO'D| STI'8S ||LOTOO'D |LTLODD| LS'ZET ||592Z00°0 [ TES00D SE ¥v000°0 | 8E¥00°0D 6ST N dy Lt €2TYLSS || - dy [4 [e3unmsy, || 000°666°'TS9 dy INO¥VM 600T°90°80°Z6 |6
99€°L0SESO'T dY || 99€'805 TOY dy || 96000 |[TOE000 | ¥OZTO'D| 6£8'T9 [|T9T00'0|SL0TO0 | 98'86T ||¥6£000 [68£00°0 4 6£000°0 | £6£000 887 . dy v L6ZT8'SS |- dy S redgunag, | 000 666'159 dy VSN 800Z°90°80°T6 (8
vZ8'990°E90'T dY || ¥ZTRLID'TIY dy || 856000 |[0£Z000 | 6T600°0| O¥ZT'Ly [|ZzTOO'D |0T8B0OO0 | L8'6¥T |[TESOO'D [Z90T0D 0L 9£000°0 [ 09£00°0 9Lz = dy 8T VEYOL'SS |- dy v [E85unaL, | 000'666'159 dy NVSNNVL £00T°90°80°26 |L
s859L€77'T dy [ s8.:994°TLs  dy || eeeT0'0 [|€9z00%0 | TSOTOD| 186'€S [|vz000'0 [16¥00'0 | 8206 |sze00'0 [1S8TOD| zzT |[Tzoo00|€To0'0| 65T |- dyf ot | ssssss |- dyf s eunay, || 000°666'159 Y VNEDONVIN 900Z'90°80'Z6 |9
6T0'V6E ¥ZI6 dy || 6TO'S6E'ZLZ dy || s€9000 |[TvE0D0 | 99€T0°0| £81°0L [|6£000°0 |0ESOD'0| 6646 |[¥LI000 |6YEODD £ 0¥0000 | 96£00°0 £ dy (314 v0695°ZS || - dy S [Efdunay, 1eSues (| 000'666' 159 dy IVARINANM S00Z°90°'80°Z6 (S
900°550'948 dy [| 900°950'vZZ dy || zzsoo'o |[oveoo’o | T9ET0°D| ¥Z6'69 (| £6000°0 |9¥900°0 | 09'6TT |[9¥0000 | T6000°D 9 0v000°0 [ 96£00°0 1441 = dy 9 7900L°TS || - dy v reddunuag, yesues || 000'666 159 dy VEVAEDE v00Z°90'80°Z6 |V
¥00'908'ST6 dy || v0O'£08'€9Z dy || sT900°0 ||[£ZE000 | ¥6ZTOD| ¥L¥'99 [£TTO0D|6LL00°C | OT'YYT |[90TOO0 [ZTZODD vT 69000°0 | 583000 (374 » dy 9¢ 08059'¥S |- dy S [efduniay, | 000 666'159 dy NNFWNEMN £00Z°90°80°Z6 |E
86V°9SL'BIT'T dY || 86¢'199°ZZE dy || zsLooo |[T9zoo0 | ¥¥OTO'D| TZS'ES [|8€T00D | 616000 | £0°0LT [[€££Z000 [9VS00°D 9¢ 08000°0 | ¥08000 76T 000°960°¥¥T  dy 9 §5696'SS | - dy 14 [E8gunay, | 000'666' 159 dy VEVNN T00Z'90'80°T6 (T
L90°ESYOLT'T dY (| L90'¥SY'BIS dy || s0z100 |[£8Z000 | TETTOD| ZYI'8S [ T6000°D | 809000 | O¥'ZIT |[99L000 [ZESTOD 101 690000 | 58900°0 6vZ N dy 6T 89v69°'sS | - dy S reddunmmy, || 000°666°TS9 dy VEEMVI T00Z°90°80°Z6 |T
6Y9'91Z'S86'ST dY || 6¥9°6E0°LT6'S dY || Y6LET'D [|69EVD'D | ¥LVLT'O| 926°L68 ||¥T9T00 [ LSL0T°0 |00'066'T||6¥890°0 | 869€TD €06 Z9600°0 | ¥Z960°0 | 96V'E || 000'Z6T'88Z dy = dy 000°S86'6LL'6 dY |[HVMVE INNDAV MNTAL 90'80°'Z6 |
S99°0LY'STO'T dY || S99'TLY E9E dy || L8000 |[T6Z000 | ¥9T10°0| ££8°6S [|£9000°0 |8¥v00'0| £8Z8 |6vE0D'D (869000 9 0ovI000 | TOYTIO0 60S = dy ss LL9E0'TS |- dy S Juequang || 000666159 dy AOOX £00Z°'S0°'80°T6 (L
ST6'9SE'TT6 dy || 576'LSE'69Z dy || 82900°0 ||8£Z00'0 | TTTTOD| 601'LS |£Z0OOO'D (Z8TOD'D| 9L'€€ | 0SZOO'D [ TOS000 €€ Z£000°0 | ¥ZL0O'0 €92 o dy 69 £9978°9Y | - dy [4 [edunmy, || 000°666°'TS9 dy VSEWVM 900Z°S0'80°Z6 (9
€8T TZTOET'T dY || €8T'ZZT'Vv8Y dy || 621100 |[Z£Z000 | L8OTO'D| 998'SS [|8veE00’D |£zETO0 | L9'6ZY |[6L£000 [85L00°0 0s 6Z100°0 | ¥6ZT00 oLy . dy vs 9vovz'zs | - dy 13 Fuequanag || 000'666°'TS9 dy OHVM S00T°S0°80°Z6 |S
TT9'STL'886 dy || TZ9'9TL 9EE dy || s8£00°0 |[S6Z00°0 | 6LTT0°0| 86S5°09 [|Z9000°0 |STYOO'0| €£9L |[6¥E00D (869000 640000 | 06£000 L8T = dy SE TEETBYS |- dy 13 [E85unaL, | 000'666'159 dy VINNHVE t00T°S0'80°76 |V
EPTLIFSE0'T dY || EVT'BIOEYY dy || vE0TO'0 |[Z8ZOO'0 | LZTTO'D| ST6'LS [|08000°0 |TESOO'0| TZ'86 |[8L¥000 (956000 €9 S6T00°0 [6¥6T00 80L z dy 19 1929605 |- dy S [E53uniag || 000'666°TS9 dy MINWYES VIEN €00Z°S0'80°Z6 (€
£86'6SE'680'T dY || EB6'09€E LEY dy || ozoto'0 |[Z8Z000 | LZTTO'D| ST6'LS [|STOOO'D |OOTOO'C| TY'BT ||[0E9000 [6SZTOD £8 £6000°0 | E£600°0 6EE & dy 6E SLOGT'YS |- dy 14 [E95unay, | 000'666' 159 dy VLNAVEEM T00T'S0'80°Z6 (T
ZOT'S98'08T'T dY || ZOT1'998'8ZS dy || e€Z10'0 |[Z0E000 | 60ZTO'D| 8T1'Z9 [|ZTOOO'D |£8000°0 | SE'ST |[68L00°0 [8LST0D vot 6ZT00°0 | ¥6ZT00 oLy = dy 91 1SL8L°SS |- dy S 1ed3unay, || 000'666°TS9 dy VNNVYE T00T°S0'80°Z6 |T
7T9'909°LTY'L dY || ZZ9ET9'E98'Z dY || 9£990°0 [|T00ZOD | SO080'D| E£SE'TTIY [|ZT900°0 [ T80YO'D | 0'SSL ||vZzEO'D | L¥¥S0D STy 6E800°0 | S8E80'0 [ 9YO'E |- dy - dy 000°E66'€95'y dy NVIENVI S0'80'Z6 a
YIE068'TLBT dY || vTET68'6TTT dY || ¥¥8Z0'0 [|ZZEOO'D | £82ZT0°0| LI1'99 [[€E¥800°0 |£Z950°0 [ LT'O¥OT ||9€2T0D |EL¥TZOD €91 Zyyoo'o |vZyvo'o | LO9T |- dy 8¢ 9E9EE'YS | - dy 9 [E95unay, | 000'666' 159 dy NVLVA\WVIS S00T°v0'80°Z6 (S
TEO'9ZL09Y'T dY || TEDLZL'808 dy || 58810°0 [|0TE00'D | TYZTO'D| 88L'€9 |68L00°0 |£SZSOD | S5'2L6 ||£9900°0 [SEETOD 88 6TT00°0 [ 68TTO0 (434 = dy 89 LLSTO'BY |- dy 14 [ed3unay, || 000'666°TS9 dy VNVINVE v00Z°'v0'80°Z6 |V
B6T'E69°S06'T dY || 867°v69°€SZ'T dY || £26Z0°0 |[0ZE0D'D | 8£ZT00| ££9°59 ||8£900°0 |ZZSY0'0 | Z9'9¢8 |[0Z8TO'0 | TY9EQD| OVZ ¥0T000 | E¥0TO0 6LE b dy 9s ¥8086'1S | - dy L [eddunaay, 1edues || 000'666 159 dy DINVN £00T°¥0'80°Z6 (€
1S0°SY8'98L'T dY || TSO'0SL 066 dy || ot€z00 |[£ZE000 | €62T0°0| ££¥'99 [|v0S00‘D | T9£€0'0 | 98°TZ9 [[0ZETO0 [OVYIZOD vit 291000 | ¥29100 065 000°960°¥¥T  dy € 9yy0z'9s | - dy 9 Juequanag || 000666159 dy VAIOE Z00ZT't0'80°T6 |T
STS960'vOY'T dY (| STS'L60°ZSL dy || €5£10°0 [|192Z00°0 | ¥¥OTO'D| €S9'ES ||£8S00°0 (ZTI6£00D | 08'€ZL ||86900°0 [96£T00 i6 807000 [ 9£0Z0°0 L ATA N dy Lz BGIVIE'SS |- dy 14 reunmey, || 000°666°'TS9 dy OWNANAE TOOZT'¥0'80°Z6 (T
607 TST6TY'8 dY || 607°09T'SZ0'S dY || STLIT'O [|9ESTO'D | E¥YIS0'0| 899'STE || TOVYED'D (949220 | 0'S6T'Y ||ZvLsS00 | v8YITD LSL 9E0T0'0 | LSEOT'O| ZOL'E || 000'960°¥YT Oy S dy 000°S66'6ST'E dY VNLE INTAL v0'80°Z6 a
€06'8TE'198 dy || £06'6TE'60Z dy || 88¥00°0 |[6TE000 | 9£ZT0°0| ¥95'S9 (900000 | 6£000°D 8T'L 621000 (85Z00°0 L1 YEO00'D [ TYE0DD 1741 = dy (4 7L8SY'TS || - dy z [eddunuay, Jedues || 000'666 159 dy VNEVM TEOT'E0'80'T6 (VT
959°v50'966  dy || 959'ss0°v8z  dy || z9900'0 [|6E€00'0 | 95€TOD| 689'69 [|TTTO0'D |£EL00%D | LE‘9eT ||£9T00'0 [veEEOOD| zZz [[9vooo‘0|zsvoo'o| 9t |- dy| oz | wszoa'ss |- dyf v efiuney, || 000666'159 Y 1SND TE0T'E0'80°Z6 |€2
(EZH(6H(9)(€) = (vT) (2)x(zz)=(€z) (zz) (1z) (oz) (61) (81) (1) (91} (s1) (e1) (€T) (zr) (11} (or) (6) (8) (Z) (9} (s} (+) (q)=(€) (z) (1)
%ST (oxRi) (1) %ST M) m7) %08 [ {vdr) %01 ri) r)
DONNAWVH YINWANOA AFEVIIVA uﬂ.ﬂﬂw HHHMHW “?BM.U yedepy | yedemy . s unEs || mpapuRd | mpapusd —
dVILES ISVIOTV 10808 || sepur | wppr | SN D0 SO0 | e e | etame | o | e | | yewanmt [ vewssor | vessso || isviensy || wae A qvsva
vSAA VNVA HVINAL avioL | weed | o SVHOTY  |onpinvat| wows || 1svaonv |msaa  ONORV e 23 DNNdWVY / MRILSIA ON
novd SLAVNDOID NVLITNSEN HVAVIIM SYN'T NDISIWN ¥NANAN3d MNANANEd ISVILISVDA

VINWAOA ISVIOTY




- 28 -

VINNIIVIN SVILVIA

ALL/dvD

‘VNVINIVI LLVdNd

800 € ¢T1000¢C 0C90SL6T "dIN
VNIGINEd

HS ‘VINHOY 1117~ w iy

4
“h O\~

IWVH NVA WNMNH NVIOVY VIVddY

VNVINIVY NHLVdNIVY HVIHVd SIIVLHINES 'U'Y
eAulse ueduop rensas ueules

(u) 6 fuxw) eluny Iseyoly swusuag Sundurey yepunp (6) || oooveg9sz't dy |(uxb) elpuny s®joly nded
(m) [ spy slpun] S0y BWLRUA] Joq0g (/) | ooo'se0'vyT  dy (rouoisoy) wsaq-19g Bhouny 15801V
1) v8 Sundwey yequnp (2) || 0000959682y dY [(Y-P-2-2) B[uLIoyg Oy nded
(%) || %sz |Tes'8eT’S syBIS09D UENs) SHIPU] (p) |- dy (rouowsoy) 1seuLyy sEOlY NFEg
(f) | st [oosst yeheqp sen] (2) | 000916 L9L'vs dy [(wxq) Ieseq weqoly nded
(1) %0S | 7659 UR{STI JNPNpuad yemung (q) || 000'666'TSS  dy (jouorsoy) BsaQ-194 185EQ SEHOIY
fu) || %ot |szeos Jnpnpuad yepnp (o) || 000'0OYE 19686 dy unednqey nieq
Logod HVINOL VOLVMIANT HVINOL UOLVIIANI
NVONNLIHONEd ¥OLVIIANI NVONNLIHONEd TOMINOM
000'0VE'T96'86 dY || 000'095'968'ZvdY | 00'T sz'0 00T [TES'BET'S| STO 00t | oos'8t || oSO 00t | zess | ot'o 00'T | SZE'9E || 000'Y9R 967 T dY - dy 000'916'£9L'¥S dY VLOL
YBEEEEZLTT oY || vBE'VEE'0Z9  dY || 9vvT0'0 ||90Y00’0 | ¥Z9T0'0| 99Y'E8 ||65500°0 |STLEO'D | 60°689 [|LTvO0’0 [vEBOO'D| SS |[v9oo0'0 |Tvo0'0| €€z |- dy 8y 7658575 | - dy| s [refSuniey eSues (| 000'666'TS9  dy MINWVd VENO 900Z°£0°'80°Z6 |9
S97'088'LE9'T Oy || 597'188'586  dY || 867700 ||£LTE00'0 | 69ZT0°0| 8ZZ'S9 ||vESOO'D |E9SE0'D | BO'6S9 [|ZTETO'D [vZ9zZO'D| €41 |[vEToO'D |EvETOD| 88Y |- dy 133 YOSEE'YS | - dyff 9 reddunay | 000'666'TS9  dy VNVAVEIVH S00Z'L0'80°Z6 |S
ETETLTETET oy || €T€'ZLT'T£9  dy || S95T0°0 |[TTYO0’0 | E¥9TO'0| 9Ev'v8 |[O¥900'0 |S9ZYO'D | £0°68L [|LTvo0’0 [vEBOD'D| SS |[£6000°0 |69600°0 | zSE |- dy 1s 0TTOYZS |- dy| s [reS8uniey edues || p00'666'TS9  dy VHODVM ¥00Z'L0'80°Z6 |V
976'898'690'7 dY || 976'698'LTV'T dY || SOEE0'D |[£6Z00°0 | 68TT0°0| E0T'T9 |¥6L000 | 062500 | TL'8L6 |[086T0'0 |6S6€0'0| T9Z [ SEZOO'D|8vEZOD| €S8 |- dy L9 609616V | - dy || ¢ [reSSuniegiedues || 000'666'TS9  dy VAIENNN €007 L0'80'Z6 €
SEZ'0B6'BOY'T dY || SEZ'TBE'9S.  dy || S910°0 ||vOvo0'0 | 919T0°0| 8v0'E8 |[0TS00'0 |0OYED'D | L0'6Z9 [|TSL00'0 [ZOSTO'D| 66 [0OTOO'D|i6600D| Z9E |- dy £y ZIE66'TS | - dy|| s [reSSuniay iedues || ooo'666'TS9  dy ONNMOSOM Z00Z'LO'80'Z6 |T
€E0'TBE'BT6  Ou || €E0'ZBE'99Z  dy || TZ9000 ||8T¥O0'0 | T£9T0°0| Sv8's8 |[6v000°0 |vzEOO'D| ZO'09 [|TZTOO'0 [Evzoo'D| o1 |[€€oo00'0 |€e€00’D| TZT |- dy 99 855756V | - dy| € [reSSuniey edues || p00'666'TS9  dy FNA T00Z'LO'BOT6 |T
9ST'ST9'0E9'8 dY || 9ST'TZ9'8TL 'Yy dY || 00DTTO ||€52Z0°0 | £T060°0| 9ZT'E9Y ||SBOEO'D | 895020 | 0'SOB'E [|866¥0'0 [ L6660'0 | 659 |€9900'0 |zE9900 | 6OV'T |- dy - dy 000'v66'TTEE Oy MOWVA  LO'BO'Z6 o}
STROTYOLET Oy ST®STEWLS dYy | 6EET0'0 ||SSE00'D | 0Z¥TO'0| T66ZL |[STTOO'D |€9£00°0| ZZ'T¥T [|68L00°0 [845TO'0| vOT [[08000'0 |vOBO0'D| 267 | DOO'9GO'WYT dy s 0Z8£0°95 | - dyff s EdFuney | 000°666'T59  dy NVNVNES 9T0Z'90°'80°Z6 |ST
(ezkiskiokie)=(v2) || (2)xizz)=(€z] fzz] 1z} foz) (61) (8] (z1] for} (s1) (#1) (€1) (zr) (tr) (or) (6) (5] (Z) (9] (s) [ (q)=0€) z) (1)
%SZ {oxpi) [ %S [ m7) %08 ] (3dr) %0r irag) r)
ONNdRVH YVINWAOA HEVINVA Mﬁmﬂw Nﬂmﬂw syedoon || gedepry | yedepw P unpE RN | PP | PP |
dVILES ISVIOTY so808 || mepur | eepr | SSCCN S0 | L | e [ | waom | owew | 0 | vewannt | vesssos) vesasos || svienay || war AL avsva
vead VNVA HVINAL VIOL (| edcd oEey ISVIOTY oxpinval| woxs || 1sviony [[mszal  ONNWNYI ISVIOTV ONNdWVH / MRILSIA ON
novd SLAVIDOED NVLITNSEN HVAVIIM SYNT NIISIN ¥NANANEd MNANAN3d ISVAIAISYDA
VINWNOA ISYIOTY




-29 -

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG

DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN 2020

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2020

TAHAPAN PENYALURAN DARI RKUN

PAGU
NO DISTRIK / KAMPUNG DA;\]EAT][;I;:’SA TABNEd TAHAP 11 TAHAP 111
BULAN PERTAMA | BULAN KEDUA | BULAN KETIGA
KAMPUNG
15% 15% 10% 40% 20%

(1) (2) (3) (4)=(3)x15% (5)=(3)x15% (6)=(3)x10% (7)=(3)x40% (8)=(3)x20%
A 92.08.01 KAIMANA Rp 23.514.587.352 |Rp 3.527.188.103 (Rp 3.527.188.103 (Rp 2.351.458.735 [[Rp 9.405.834.941 |[Rp 4.702.917.470
1| 92.08.01.2002 MARSI Rp 1.112.316.912 (| Rp 166.847.537 | Rp 166.847.537 | Rp 111.231.691 || Rp 444.926.765 || Rp 222.463.382
2| 92.08.01.2003 NAMATOTA Rp 1.172.348.158 (| Rp 175.852.224 | Rp 175.852.224 | Rp 117.234.815 || Rp 468.939.263 || Rp 234.469.632
3| 92.08.01.2004 LOBO Rp 1.787.165.068 || Rp 268.074.760 | Rp 268.074.760 | Rp 178.716.507 |[ Rp 714.866.027 (| Rp 357.433.014
4] 92.08.01.2005 TRIKORA Rp 2.427.850.303 || Rp 364.177.545 | Rp 364.177.545 | Rp 242.785.031 (| Rp 971.140.121 |( Rp 485.570.061
5| 92.08.01.2006 TANGGAROMI Rp 1.181.286.488 || Rp 177.192.973 | Rp 177.192.973 | Rp 118.128.649 || Rp 472.514.555 | Rp 236.257.298
6| 92.08.01.2007 SISIR Rp 1.149.637.909 (| Rp 172.445.686 | Rp 172.445.686 | Rp 114.963.792 || Rp 459.855.164 || Rp 229.927.581
7( 92.08.01.2008 FOROMA JAYA Rp 1.555.697.876 (| Rp 233.354.681 | Rp 233.354.681  Rp 155.569.788 || Rp 622.279.150 | Rp 311.139.576
8| 92.08.01.2009 MURANO Rp 1.502.684.637 (| Rp 225.402.696 | Rp 225.402.696 | Rp 150.268.463 || Rp 601.073.855 |[Rp 300.536.927
9| 92.08.01.2010 MAIMAI Rp 1.264.573.612 (| Rp 189.686.042 | Rp 189.686.042 | Rp 126.457.361 || Rp 505.829.445 |[Rp 252.914.722
10| 92.08.01.2011 LUMIRA Rp 1.324.975.654 || Rp 198.746.348 | Rp 198.746.348 | Rp 132.497.566 || Rp 529.990.262 (| Rp 264.995.130
11] 92.08.01.2012 KAMAKA Rp 1.314.501.441 ||Rp 197.175.216 | Rp 197.175.216 | Rp 131.450.144 || Rp 525.800.576 (| Rp 262.900.289
12| 92.08.01.2013 COA Rp 1.826.628.383 (| Rp 273.994.257 ( Rp 273.994.257 | Rp 182.662.839 || Rp 730.651.353 (| Rp 365.325.677
13| 92.08.01.2015 SARIA Rp 1.069.562.425 (| Rp 160.434.364 | Rp 160.434.364 | Rp 106.956.242 || Rp 427.824.970 | Rp 213.912.485
14| 92.08.01.2016 JARATI Rp 1.216.247.624 (| Rp 182.437.144 | Rp 182.437.144 | Rp 121.624.762 || Rp 486.499.050 || Rp 243.249.524
15( 92.08.01.2017 SARA Rp 1.210.389.471 || Rp 181.558.421 | Rp 181.558.421 | Rp 121.038.946 || Rp 484.155.788 | Rp 242.077.895
16| 92.08.01.2018 WERUA Rp 1.152.270.070 || Rp 172.840.511 | Rp 172.840.511 | Rp 115.227.006 || Rp 460.908.028 | Rp 230.454.014
17| 92.08.01.2019 ORAI Rp 1.246.451.321 ||Rp 186.967.698 | Rp 186.967.698 | Rp 124.645.133 || Rp 498.580.529 | Rp 249.290.263
B 92.08.02 BURUWAY Rp 11.783.919.689 |Rp 1.767.587.953 | Rp 1.767.587.953 | Rp 1.178.391.970 | Rp 4.713.567.876 | Rp  2.356.783.937
1| 92.08.02.2001 KAMBALA Rp 1.604.504.998 || Rp 240.735.750 | Rp 240.735.750 | Rp 160.490.499 || Rp 641.961.999 (| Rp 320.981.000
2| 92.08.02.2002 YARONA Rp 1.039.210.298 || Rp 155.881.545 | Rp 155.881.545 | Rp 103.921.030 || Rp 415.684.120 | Rp 207.842.059
3| 92.08.02.2003 EDOR Rp 923.917.911 | Rp 138.587.687 | Rp 138.587.687 | Rp 92.391.790 ([ Rp 369.567.164 || Rp 184.783.583
4| 92.08.02.2004 TAIRI Rp 1.096.146.754 (| Rp 164.422.013 | Rp 164.422.013 | Rp 109.614.676 || Rp 438.458.702 | Rp 219.229.350
5| 92.08.02.2005 GAKA Rp 985.272.358 | Rp 147.790.854 | Rp 147.790.854 | Rp 98.527.235 ([ Rp 394.108.943 (| Rp 197.054.472
6| 92.08.02.2006 GURIASA Rp 1.225.767.796 || Rp 183.865.169 | Rp 183.865.169 | Rp 122.576.781 || Rp 490.307.119 | Rp 245.153.558
7| 92.08.02.2007 ADIJAYA Rp 1.083.565.993 || Rp 162.534.899 | Rp 162.534.899 | Rp 108.356.599 || Rp 433.426.397 | Rp 216.713.199
8| 92.08.02.2008 NUSAULAN Rp 933.285.410 ([ Rp 139.992.810 | Rp 139.992.810 | Rp 93.328.544 (| Rp 373.314.164 (| Rp 186.657.082
9| 92.08.02.2009 ESANIA Rp 1.380.322.338 (| Rp 207.048.351 | Rp 207.048.351 | Rp 138.032.233 || Rp 552.128.935 | Rp 276.064.468
10| 92.08.02.2010 HIA Rp 1.511.525.832 (| Rp 226.728.875 | Rp 226.728.875 | Rp 151.152.583 || Rp 604.610.333 | Rp 302.305.166
Cc 92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS Rp 23.190.143.323 [Rp 3.478.521.498 (Rp 3.478.521.498 (Rp 2.319.014.333 [[Rp 9.276.057.329 |[Rp 4.638.028.665
1| 92.08.03.2001 FURNUSU Rp 875.916.127 | Rp 131.387.419 | Rp 131.387.419 | Rp 87.591.613 ([ Rp 350.366.451 || Rp 175.183.225
2| 92.08.03.2002 FETERNU Rp 984.200.170 | Rp 147.630.025 | Rp 147.630.025 | Rp 98.420.018 ([ Rp 393.680.068 || Rp 196.840.034
3( 92.08.03.2003 SAWI Rp 981.674.755 | Rp 147.251.213 | Rp 147.251.213 | Rp 98.167.476 ([ Rp 392.669.902 (| Rp 196.334.951
4| 92.08.03.2004 TUGARNI Rp 980.964.480 ([ Rp 147.144.672 | Rp 147.144.672 | Rp 98.096.448 (| Rp 392.385.792 || Rp 196.192.896
5| 92.08.03.2010 SAWATAWERA Rp 1.089.211.819 || Rp 163.381.773 | Rp 163.381.773 | Rp 108.921.182 || Rp 435.684.728 | Rp 217.842.363
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TAHAPAN PENYALURAN DARI RKUN

PAGU
NO DISTRIK / KAMPUNG D‘?;ﬂii% TAUAFY TAHAP 11 TAHAP 111
M rpisinit BULAN PERTAMA | BULAN KEDUA | BULAN KETIGA
15% 15% 10% 40% 20%

(1) (2) (3) (4)=(3)x15% (5)=(3)x15% (6)=(3)x10% (7)=(3)x40% (8)=(3)x20%
6| 92.08.03.2012 BOFUWER Rp 1.069.241.737 (| Rp 160.386.261 | Rp 160.386.261 | Rp 106.924.173 || Rp 427.696.695 || Rp 213.848.347
7| 92.08.03.2013 WARWARSI Rp 899.549.661 || Rp 134.932.449 | Rp 134.932.449 | Rp 89.954.966 || Rp 359.819.864 | Rp 179.909.933
8( 92.08.03.2014 WANGGITA Rp  925.257.857 |[Rp  138.788.679 [Rp  138.788.679 | Rp 92525785 ||[Rp  370.103.143 |Rp  185.051.571
9( 92.08.03.2016 FUDIMA Rp 1013.645.926 ||[Rp  152.046.889 [Rp  152.046.889 [Rp  101.364.592 |Rp 405458370 |Rp  202.729.186
10| 92.08.03.2017 WESWASA Rp  930.029.415|[Rp  139.504.412 [Rp  139.504.412 |Rp 93.002.942 ||[Rp  372.011.766 |Rp  186.005.883
11| 92.08.03.2018 BOROGERBA Rp 920.274.419 || Rp 138.041.163 | Rp 138.041.163 | Rp 92.027.442 || Rp 368.109.768 || Rp 184.054.883
12| 92.08.03.2019 AFUAFU Rp 944.453.456 || Rp 141.668.018 | Rp 141.668.018 | Rp 94.445.346 || Rp 377.781.382 || Rp 188.890.692
13| 92.08.03.2020 BAYEDA Rp 1.017.105.713 || Rp 152.565.857 | Rp 152.565.857 | Rp 101.710.571 || Rp 406.842.285 || Rp 203.421.143
14| 92.08.03.2021 MOYANA Rp 1.122.639.382 |[Rp  168.395.907 [Rp  168.395.907 [Rp 112263939 (|Rp  449.055.753 |Rp  224.527.876
15| 92.08.03.2022 KOKOROBA Rp 1.194.892.662 [|[Rp  179.233.899 [Rp  179.233.899 [Rp  119.489.267 |Rp  477.957.065 |Rp  238.978.532
16| 92.08.03.2023 WAINAGA Rp  912.060.221|[Rp  136.809.033 [Rp  136.809.033 |Rp 91.206.022 |[Rp  364.824.088 |Rp  182.412.045
17| 92.08.03.2024 MASKUR Rp 913.457.954 || Rp 137.018.693 | Rp 137.018.693 | Rp 91.345.796 || Rp 365.383.182 || Rp 182.691.590
18| 92.08.03.2025 KENSI Rp 950.471.057 || Rp 142.570.659 | Rp 142.570.659 | Rp 95.047.105 || Rp 380.188.423 || Rp 190.094.211
19| 92.08.03.2027 ERIGARA Rp 917.227.631 || Rp 137.584.145 | Rp 137.584.145 | Rp 91.722.762 || Rp 366.891.052 [ Rp 183.445.527
20| 92.08.03.2028 FIGO Rp  877.091.257 |[Rp  131.563.689 [Rp  131.563.689 |Rp 87.709.125 ||[Rp  350.836.503 |Rp  175.418.251
21| 92.08.03.2029 TUGUMAWA Rp  906.871.800 ||[Rp  136.030.770 [Rp  136.030.770 | Rp 90.687.180 |[Rp 362748720 |Rp  181.374.360
22| 92.08.03.2030 TIWARA Rp  966.532.265|[Rp  144.979.840 [Rp  144.979.840 | Rp 96.653.226 ||[Rp  386.612.906 |Rp  193.306.453
23| 92.08.03.2031 GUSI Rp 936.054.656 || Rp 140.408.198 | Rp 140.408.198 | Rp 93.605.466 || Rp 374.421.862 || Rp 187.210.932
24| 92.08.03.2032 WARUA Rp 861.318.903 | Rp 129.197.835 | Rp 129.197.835 | Rp 86.131.891 || Rp 344.527.561 || Rp 172.263.781
D 92.08.04 TELUK ETNA Rp 8.429.251.209 [[Rp 1.264.387.681 | Rp 1.264.387.681 | Rp 842925122 |Rp 3.371.700.484 || Rp 1.685.850.241
1| 92.08.04.2001 RURUMO Rp 1.404.096.515 (| Rp 210.614.477 | Rp 210.614.477 | Rp 140.409.652 || Rp 561.638.606 || Rp 280.819.303
2| 92.08.04.2002 BOIYA Rp 1.786.845.051 || Rp 268.026.757 | Rp 268.026.757 | Rp 178.684.506 || Rp 714.738.020 || Rp 357.369.011
3| 92.08.04.2003 NARIKI Rp 1.905.693.298 (| Rp 285.853.995 | Rp 285.853.995 | Rp 190.569.329 || Rp 762.277.319 || Rp 381.138.660
4( 92.08.04.2004 BAMANA Rp 1.460.726.031[[Rp  219.108.905 [Rp  219.108.905 [Rp  146.072.603 |Rp  584.290.413 [Rp  292.145.205
5| 92.08.04.2005 SIAWATAN Rp 1.871.890.314 ||[Rp  280.783.547 [Rp  280.783547 [Rp  187.189.032 |Rp  748.756.126 |Rp  374.378.062
E 92,0805  KAMBRAU Rp 7.427.606.622 ||[Rp 1.114.140.993 [Rp 1.114.140.893 [Rp  742.760.662 |Rp 2.971.042.648 |Rp 1.485.521.326
1| 92.08.05.2001 RAUNA Rp 1.180.865.102 [[Rp  177.129.765 [Rp  177.129.765 [Rp  118.086511(Rp  472.346.041 |Rp  236.173.020
2| 92.08.05.2002 WERAFUTA Rp 1.089.359.983 |[Rp  163.403.997 [Rp  163.403.997 [Rp  108.935.999 |Rp 435743993 [Rp  217.871.997
3| 92.08.05.2003 UBIA SERMUKU Rp 1.095.617.143 [|[Rp  164.342572 [Rp  164.342572 [Rp  109.561.713 |Rp  438.246.857 [Rp  219.123.429
4| 92.08.05.2004 BAHUMIA Rp 988.715.621 || Rp 148.307.343 | Rp 148.307.343 | Rp 98.871.562 || Rp 395.486.248 || Rp 197.743.125
5| 92.08.05.2005 WAHO Rp 1.136.221.183 || Rp 170.433.177 | Rp 170.433.177 | Rp 113.622.119 || Rp 454.488.473 | Rp 227.244.237
6| 92.08.05.2006 WAMESA Rp 921.356.925 || Rp 138.203.539 | Rp 138.203.539 | Rp 92.135.692 || Rp 368.542.770 || Rp 184.271.385
7| 92.08.05.2007 KOOY Rp 1.015.470.665[[Rp  152.320.600 [Rp  152.320.600 [Rp  101.547.066 |Rp  406.188.266 |Rp  203.094.133
F 92,0806  TELUK ARGUNI BAWAH Rp 15.985.216.649 [|[Rp 2.397.782.498 | Rp 2.397.782.498 |Rp 1.598.521.664 |Rp 6.394.086.660 |Rp 3.197.043.329
1| 92.08.06.2001 JAWERA Rp 1.170.463.067 (| Rp 175.569.460 | Rp 175.569.460 | Rp 117.046.307 || Rp 468.185.227 || Rp 234.092.613
2| 92.08.06.2002 RUARA Rp 1.118.756.498 |[Rp  167.813.475 [Rp  167.813.475 [Rp  111.875649 (|Rp  447.502.599 [Rp  223.751.300
3| 92.08.06.2003 WERMENU Rp  915.806.004 [[Rp  137.370.901 [Rp  137.370.901 | Rp 91.580.600 |[Rp  366.322.402 |Rp  183.161.200
4 92.08.06.2004 EGERWARA Rp  876.055.006 ||[Rp  131.408.251 [Rp  131.408.251 |Rp 87.605.500 ||[Rp  350.422.002 |Rp  175.211.002
5| 92.08.06.2005 KUFURIYAI Rp 924.394.019 || Rp 138.659.103 | Rp 138.659.103 | Rp 92.439.402 | Rp 369.757.608 || Rp 184.878.803
6| 92.08.06.2006 MANGGERA Rp 1.223.765.785 || Rp 183.564.868 | Rp 183.564.868 | Rp 122.376.578 || Rp 489.506.314 || Rp 244.753.157
7| 92.08.06.2007 TANUSAN Rp 1.063.066.824 ||[Rp  159.460.024 [Rp  159.460.024 [Rp  106.306.682 |Rp  425.226.730 [Rp  212.613.364
8| 92.08.06.2008 URISA Rp 1.053.507.366 ||[Rp  158.026.105 [Rp  158.026.105 [Rp  105.350.736 |Rp  421.402.946 |Rp  210.701.474
9( 92.08.06.2009 WAROMI Rp  952.050.779 ||[Rp  142.807.617 [Rp  142.807.617 |Rp 95.205.078 ||[Rp  380.820312(|Rp  190.410.155
10| 92.08.06.2010 UKIARA Rp 1222.716.083 ||[Rp  183.407.412 [Rp  183.407.412 [Rp 122271609 |Rp  489.086.433 |Rp  244.543.217
11| 92.08.06.2012 NAGURA Rp 1.142.691.835 || Rp 171.403.775 | Rp 171.403.775 | Rp 114.269.184 || Rp 457.076.734 | Rp 228.538.367
12| 92.08.06.2013 INARI Rp 866.390.140 || Rp 129.958.521 | Rp 129.958.521 | Rp 86.639.014 || Rp 346.556.056 || Rp 173.278.028
13| 92.08.06.2014 WANOMA Rp 1.192.846.176 |[Rp  178.926.926 [Rp  178.926.926 |Rp  119.284618 (| Rp  477.138.470 |Rp  238.569.236
14| 92.08.06.2015 SUMUN Rp  892.296.252 ||[Rp  133.844.438 [Rp  133.844.438 |Rp 89.229.625 ||[Rp  356.918501(|Rp  178.459.250
15| 92.08.06.2016 SERARAN Rp 1370.410.815[[Rp  205.561.622 [Rp  205.561.622 [Rp  137.041.082 |Rp  548.164.326 |Rp  274.082.163
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TAHAPAN PENYALURAN DARI RKUN
PAGU
NO DISTRIK / KAMPUNG s g JAHAPT TAHAP 11 TAHAP 11l
BULAN PERTAMA | BULAN KEDUA | BULAN KETIGA
KAMPUNG
15% 15% 10% 40% 20%
(1) (2) i3) (4)=(3)x15% (5)=(3)x15% (6)=(3)x10% (7)=(3)x40% (8)=(3)x20%
G 92.08.07 YAMOR Rp 8.630.615.156 | Rp 1.294.592.274 |Rp  1.294.592.274 [ Rp 863.061.514 |[Rp 3.452.246.062 ||Rp  1.726.123.032
1| 92.08.07.2001 URE Rp 918.381.033 || Rp 137.757.155 | Rp 137.757.155 | Rp 91.838.103 (| Rp 367.352.413 (| Rp 183.676.207
2| 92.08.07.2002 WOSOKUNO Rp 1.408.980.235 | Rp 211.347.035 | Rp 211.347.035 | Rp 140.898.024 (| Rp 563.592.094 | Rp 281.796.047
3| 92.08.07.2003 URUBIKA Rp 2.069.868.926 | Rp 310.480.339 | Rp 310.480.339 | Rp 206.986.892 | Rp 827.947.570 | Rp 413.973.786
4| 92.08.07.2004 WAGOHA Rp 1.323.171.313 || Rp 198.475.697 | Rp 198.475.697 | Rp 132.317.131 || Rp 529.268.525 (| Rp 264.634.263
5( 92.08.07.2005 HAIRAPARA Rp 1.637.880.265 || Rp 245.682.040 | Rp 245.682.040 | Rp 163.788.026 || Rp 655.152.106 (| Rp 327.576.053
6| 92.08.07.2006 OMEBA PAMUKU Rp 1.272.333.384 || Rp 190.850.008 | Rp 190.850.008 | Rp 127.233.338 || Rp 508.933.354 (| Rp 254.466.676
TOTAL Rp 98.961.340.000 | Rp 14.844.201.000 | Rp 14.844.201.000 | Rp  9.896.134.000 || Rp 39.584.536.000 || Rp 19.792.268.000
KONTROL PENGHITUNGAN TAHAPAN PENYALURAN
INDIKATOR JUMLAH TAHAP % JUMLAH
Pagu Kabupaten Rp 98.961.340.000 TAHAP I 40% Rp 39.584.536.000
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Rp 54.767.916.000 > Bulan Pertama 15% Rp 14.844.201.000
Pagu Alokasi Dasar Per-Kampung Rp 651.999.000 > Bulan Kedua 15% Rp 14.844.201.000
Pagu Alokasi Afirmasi Rp - > Bulan Ketiga 10% Rp 9.896.134.000
Pagu Alokasi Formula Rp 42.896.560.000 TAHAP II 40% Rp 39.584.536.000
Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten Rp 1.296.864.000 TAHAP 111 20% Rp 19.792.268.000
Pagu Alokasi Kinerja 9 Kampung Terbaik Rp 144.096.000 TOTAL 100% Rp 98.961.340.000

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SITI ROHMA, SH
PEMBINA
NIP. 19750620 200012 2 008
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN 2020

REKAPITULASI DANA DESA SETIAP KAMPUNG

DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2020

PENGGUNAAN DANA DESA

PAGU
NO DISTRIK / KAMPUNG DANA DESA PAGU BLT
SETIAP KAMPUNG ALOKASI KEGIATAN
Y% JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) (6)=(3)-(5)

A 92.08.01  KAIMANA Rp 23.514.587.352 Rp  7.888.234.475 |Rp  15.626.352.877
1| 92.08.01.2002 MARSI Rp  1.112316.912 30% Rp 333.695.074 || Rp 778.621.838
2| 92.08.01.2003 NAMATOTA Rp  1.172.348.158 30% Rp 351.704.447 || Rp 820.643.711
3| 92.08.01.2004 LOBO Rp  1.787.165.068 35% Rp 625.507.774 || Rp 1.161.657.294
4| 92.08.01.2005 TRIKORA Rp  2.427.850.303 35% Rp 849.747.606 || Rp 1.578.102.697
5| 92.08.01.2006 TANGGAROMI Rp  1.181.286.488 30% Rp 354.385.946 | Rp 826.900.542
6| 92.08.01.2007 SISIR Rp  1.149.637.909 30% Rp 344.891.373 || Rp 804.746.536
7| 92.08.01.2008 FOROMA JAYA Rp  1.555.697.876 35% Rp 544.494.257 | Rp 1.011.203.619
8| 92.08.01.2009 MURANO Rp  1.502.684.637 35% Rp 525.939.623 || Rp 976.745.014
9| 92.08.01.2010 MAIMAI Rp  1.264.573.612 35% Rp 442.600.764 (| Rp 821.972.848
10| 92.08.01.2011 LUMIRA Rp  1.324.975.654 35% Rp 463.741.479 || Rp 861.234.175
11| 92.08.01.2012 KAMAKA Rp  1.314.501.441 35% Rp 460.075.504 || Rp 854.425.937
12| 92.08.01.2013 COA Rp  1.826.628.383 35% Rp 639.319.934 (| Rp 1.187.308.449
13| 92.08.01.2015 SARIA Rp  1.069.562.425 30% Rp 320.868.728 || Rp 748.693.697
14| 92.08.01.2016 JARATI Rp  1.216.247.624 35% Rp 425.686.668 || Rp 790.560.956
15( 92.08.01.2017 SARA Rp  1.210.389.471 35% Rp 423.636.315 || Rp 786.753.156
16| 92.08.01.2018 WERUA Rp  1.152.270.070 30% Rp 345.681.021 | Rp 806.589.049
17| 92.08.01.2019 ORAI Rp  1.246.451.321 35% Rp 436.257.962 || Rp 810.193.359

B 92.08.02 BURUWAY Rp 11.783.919.689 Rp  3.821.301.954 || Rp 7.962.617.735
1| 92.08.02.2001 KAMBALA Rp  1.604.904.998 35% Rp 561.716.749 | Rp 1.043.188.249
2| 92.08.02.2002 YARONA Rp  1.039.210.299 30% Rp 311.763.090 | Rp 727.447.209
3| 92.08.02.2003 EDOR Rp 923.917.911 30% Rp 277.175.373 || Rp 646.742.538
4| 92.08.02.2004 TAIRI Rp  1.096.146.754 30% Rp 328.844.026 | Rp 767.302.728
5| 92.08.02.2005 GAKA Rp 985.272.358 30% Rp 295.581.707 || Rp 689.690.651
6| 92.08.02.2006 GURIASA Rp  1.225.767.796 35% Rp 429.018.729 || Rp 796.749.067
7| 92.08.02.2007 ADLJAYA Rp  1.083.565.993 30% Rp 325.069.798 || Rp 758.496.195
8| 92.08.02.2008 NUSAULAN Rp 933.285.410 30% Rp 279.985.623 || Rp 653.299.787
9| 92.08.02.2009 ESANIA Rp  1.380.322.338 35% Rp 483.112.818 || Rp 897.209.520
10| 92.08.02.2010 HIA Rp  1.511.525.832 35% Rp 529.034.041 || Rp 982.491.791
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PENGGUNAAN DANA DESA

PAGU
NO DISTRIK / KAMPUNG DANA DESA PAGU BLT
SETIAP KAMPUNG ALOKASI KEGIATAN
% JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) (6)=(3)-(5)

C 92,0803  TELUK ARGUNI ATAS Rp  23.190.143.323 Rp  6.957.042.997 [[Rp  16.233.100.326
1| 92.08.03.2001 FURNUSU Rp 875.916.127 30% Rp 262.774.838 || Rp 613.141.289
2| 92.08.03.2002 FETERNU Rp 984.200.170 30% Rp 295.260.051 || Rp 688.940.119
3| 92.08.03.2003 SAWI Rp 981.674.755 30% Rp 294.502.426 || Rp 687.172.329
4| 92.08.03.2004 TUGARNI Rp 980.964.480 30% Rp 294.289.344 || Rp 686.675.136
5| 92.08.03.2010 SAWATAWERA Rp  1.089.211.819 30% Rp 326.763.546 || Rp 762.448.273
6| 92.08.03.2012 BOFUWER Rp  1.069.241.737 30% Rp 320.772.521 | Rp 748.469.216
7| 92.08.03.2013 WARWARSI Rp 899.549.661 30% Rp 269.864.898 || Rp 629.684.763
8| 92.08.03.2014 WANGGITA Rp 925.257.857 30% Rp 277.577.357 || Rp 647.680.500
9| 92.08.03.2016 FUDIMA Rp  1.013.645.926 30% Rp 304.093.778 || Rp 709.552.148
10| 92.08.03.2017 WESWASA Rp 930.029.415 30% Rp 279.008.824 || Rp 651.020.591
11| 92.08.03.2018 BOROGERBA Rp 920.274.419 30% Rp 276.082.326 || Rp 644.192.093
12| 92.08.03.2019 AFUAFU Rp 944.453.456 30% Rp 283.336.037 || Rp 661.117.419
13| 92.08.03.2020 BAYEDA Rp  1.017.105.713 30% Rp 305.131.714 || Rp 711.973.999
14| 92.08.03.2021 MOYANA Rp  1.122.639.382 30% Rp 336.791.815 || Rp 785.847.567
15| 92.08.03.2022 KOKOROBA Rp  1.194.892.662 30% Rp 358.467.799 || Rp 836.424.863
16| 92.08.03.2023 WAINAGA Rp 912.060.221 30% Rp 273.618.066 || Rp 638.442.155
17| 92.08.03.2024 MASKUR Rp 913.457.954 30% Rp 274.037.386 || Rp 639.420.568
18| 92.08.03.2025 KENSI Rp 950.471.057 30% Rp 285.141.317 || Rp 665.329.740
19| 92.08.03.2027 ERIGARA Rp 917.227.631 30% Rp 275.168.289 || Rp 642.059.342
20| 92.08.03.2028 FIGO Rp 877.091.257 30% Rp 263.127.377 || Rp 613.963.880
21| 92.08.03.2029 TUGUMAWA Rp 906.871.800 30% Rp 272.061.540 || Rp 634.810.260
22| 92.08.03.2030 TIWARA Rp 966.532.265 30% Rp 289.959.680 || Rp 676.572.585
23 92.08.03.2031 GUSI Rp 936.054.656 30% Rp 280.816.397 || Rp 655.238.259
24| 92.08.03.2032 WARUA Rp 861.318.903 30% Rp 258.395.671 || Rp 602.923.232

D 92,0804  TELUK ETNA Rp  8.429.251.209 Rp  2950237.923[[Rp  5.479.013.286
1| 92.08.04.2001 RURUMO Rp  1.404.096.515 35% Rp 491.433.780 || Rp 912.662.735
2| 92.08.04.2002 BOIVA Rp  1.786.845.051 35% Rp 625.395.768 |[Rp  1.161.449.283
3| 92.08.04.2003 NARIKI Rp  1.905.693.298 35% Rp 666.992.654 |Rp  1.238.700.644
4| 92.08.04.2004 BAMANA Rp  1.460.726.031 35% Rp 511.254.111 || Rp 949.471.920
5| 92.08.04.2005 SIAWATAN Rp  1.871.890.314 35% Rp 655.161.610 |Rp  1.216.728.704

E 92,0805  KAMBRAU Rp  7.427.606.622 Rp  2.228.281.987 |[Rp  5.199.324.635
1| 92.08.05.2001 RAUNA Rp  1.180.865.102 30% Rp 354.259.531 || Rp 826.605.571
2| 92.08.05.2002 WERAFUTA Rp  1.089.359.983 30% Rp 326.807.995 || Rp 762.551.988
3| 92.08.05.2003 UBIA SERMUKU Rp  1.095.617.143 30% Rp 328.685.143 || Rp 766.932.000
4| 92.08.05.2004 BAHUMIA Rp 988.715.621 30% Rp 296.614.686 || Rp 692.100.935
5| 92.08.05.2005 WAHO Rp  1.136.221.183 30% Rp 340.866.355 || Rp 795.354.828
6| 92.08.05.2006 WAMESA Rp 921.356.925 30% Rp 276.407.078 || Rp 644.949.847
7| 92.08.05.2007 KOOY Rp  1.015.470.665 30% Rp 304.641.199 || Rp 710.829.466
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PENGGUNAAN DANA DESA
PAGU
NO DISTRIK / KAMPUNG DANA DESA PAGU BLT
SETIAP KAMPUNG ALOKASI KEGIATAN
% JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(a) (6)=(3)-(5)
F 92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH Rp 15.985.216.649 Rp 4.986.409.629 || Rp 10.998.807.020
1| 92.08.06.2001 JAWERA Rp 1.170.463.067 30% Rp 351.138.920 || Rp 819.324.147
2| 92.08.06.2002 RUARA Rp 1.118.756.498 30% Rp 335.626.949 || Rp 783.129.549
3| 92.08.06.2003 WERMENU Rp 915.806.004 30% Rp 274.741.801 || Rp 641.064.203
4| 92.08.06.2004 EGERWARA Rp 876.055.006 30% Rp 262.816.502 || Rp 613.238.504
5| 92.08.06.2005 KUFURIYAI Rp 924.394.019 30% Rp 277.318.206 || Rp 647.075.813
6| 92.08.06.2006 MANGGERA Rp 1.223.765.785 35% Rp 428.318.025 (| Rp 795.447.760
7| 92.08.06.2007 TANUSAN Rp 1.063.066.824 30% Rp 318.920.047 || Rp 744.146.777
8| 92.08.06.2008 URISA Rp 1.053.507.366 30% Rp 316.052.210 (| Rp 737.455.156
9| 92.08.06.2009 WAROMI Rp 952.050.779 30% Rp 285.615.234 || Rp 666.435.545
10| 92.08.06.2010 UKIARA Rp 1.222.716.083 35% Rp 427.950.629 || Rp 794.765.454
11| 92.08.06.2012 NAGURA Rp 1.142.691.835 30% Rp 342.807.550 || Rp 799.884.285
12| 92.08.06.2013 INARI Rp 866.390.140 30% Rp 259.917.042 || Rp 606.473.098
13| 92.08.06.2014 WANOMA Rp 1.192.846.176 30% Rp 357.853.853 || Rp 834.992.323
14| 92.08.06.2015 SUMUN Rp 892.296.252 30% Rp 267.688.876 || Rp 624.607.376
15| 92.08.06.2016 SERARAN Rp 1.370.410.815 35% Rp 479.643.785 (| Rp 890.767.030
G 92.08.07 YAMOR Rp 8.630.615.156 Rp 2.974.796.253 || Rp 5.655.818.803
1| 92.08.07.2001 URE Rp 918.381.033 30% Rp 275.514.310 || Rp 642.866.723
2| 92.08.07.2002 WOSOKUNO Rp 1.408.980.235 35% Rp 493,143,082 (| Rp 915.837.153
3| 92.08.07.2003 URUBIKA Rp 2.069.868.926 35% Rp 724.454.124 || Rp 1.345.414.802
4| 92.08.07.2004 WAGOHA Rp 1323171313 35% Rp 463.109.960 || Rp 860.061.353
5| 92.08.07.2005 HAIRAPARA Rp 1.637.880.265 35% Rp 573.258.093 (| Rp 1.064.622.172
6| 92.08.07.2006 OMBA PAMUKU Rp 1.272.333.384 35% Rp 445.316.684 || Rp 827.016.700
TOTAL Rp 98.961.340.000 Rp 31.806.305.218 || Rp 67.155.034.782
KONTROL PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PAGU BLT
INDIKATOR JUMLAH PAGU DD KAMPUNG %
Pagu Kabupaten Rp 98.961.340.000 < Rp. 800.000.000 25%
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Rp 54.767.916.000 Rp. 800.000.000
Pagu Alokasi Dasar Per-Kampung Rp 651.999.000 s/d 30%
Pagu Alokasi Afirmasi Rp 1 Rp. 1.200.000.000
Pagu Alokasi Formula Rp 42.896.560.000 > Rp. 1.200.000.000 35%
Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten Rp 1.296.864.000
Pagu Alokasi Kinerja 9 Kampung Terbaik Rp 144.096.000

Salinan sesuai dengan aslinya

SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN 2020

FORMAT LAPORAN PENYALURAN BLT KAMPUNG
DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI KAIMANA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KAMPUNG

TAHAP | BULAN ..... TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KAMPUNG ....ccoocicicncencsinainns
3,171 11| S A———
KABUPATEN KAIMANA
NO NIK e JUMLAH PENERIMAAN TANGGAL PENERIMAAN TANDATANGAN PENERIMA KET
YANG MEWAKILI

(1) {2) (3) (4) (5) (6) (7)

Telah Diverifikasi Oleh : Yang Membayar,

SEKRETARIS KAMPUNG KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN

Mengetahui,
KEPALAKAMPUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SE RIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
REEABNBAGIAN HUKUM DAN HAM

PEMBINA
NIP. 19750620 200012 2 008

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN 2020

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KAMPUNG
DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI KAIMANA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KAMPUNG
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN ( HPK )

KABUPATEN ¢ KAIMANA DISTRIK PR
KAMPUNG TAHUN : 2020
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK { 18U HAMIL DAN ANAK0 - 23 BULAN )
JUMLAH TOTAL 18U HAMIL ANAK0-23 BULAN
SASARAN RUMAH TANGGA GIZI KURANG /
TOTAL KEK/REST! TOTAL
1.000 HPK GIZI BURUK / STUNTING
JUMLAH
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN { DETEKS! DINI STUNTING )
SASARAN JUMLAH TOTAL HUAU KUNING MERAH
ANAKUSIA 0-23 BULAN { NORMAL) ( RESIKO STUNTING ) ( TERINDIKASI STUNTING )
JUMLAH
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK
SASARAN INDIKATOR JUMLAH %
1 [ PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN
2 | MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI
3 | 1BUBERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI
1BU HAMIL 4 | MENGIKUTI KONSELING GIZI / KELAS 1BU MINIMAL 4 KALI
5 | 1BUHAMIL{ KEK/ RESTI ) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN
6 | RUMAH TANGGA 1BU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN
7 | RUMAH TANGGA 1BU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK
8 | MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
1 [ ANAKUSIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP
2 | DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN
3 | DIUKUR PANJANG / TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN
4 | ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN LARI- AN (| TOTAL
ANAKUSIA
0-23 BULAN 5 | KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK / KURANG / STUNTING
(0-2TAHUN) | & | RUMAH TANGGA ANAKO -2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN
7 [ RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK
8 | ANAKO-2 TAHUN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
9 | ANAKO-2 TAHUN MEMILIKI AKTA LAHIR
10 | ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN { PAUD )
ANAKUSIA
S5 e 1 [ ANAK>2-6 TAHUNAKTIF DALAM KEGIATAN PUD MINIMAL 80%

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG

JUMLAH INDIKATOR
NO SASARAN TINGKAT KONVERGENSI
YANG DITERIMA SEHARUSNYA DITERIMA

1 1BU HAMIL
2 ANAK 0 -23 BULAN

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG

TABELS. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

TOTAL KEGIATAN
NO BIDANG / KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING
ALOKASI DANA
ALOKASI DANA % ( PERSEN )

1 BIDANG PEMBANGUNAN KAMPUNG
2 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA

BUPATI KAIMANA,

Salinan sesuai dengan aslinya

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

PEMBINA
NIP. 19750620 200012 2 008



